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PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk 

Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang 

dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajeman Badan Urusan Administrasi. 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara 

akurat, andal dan valid.  

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam 

meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini. 

Prabumulih,      29 November 2023

Pereviu I, Pereviu II, 

Fiqhan Hakim,S.H.I Humaidi,S.H 
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Assalamu’’alaikum wr. wb. 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena berkat rahmatNya maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan 

Agama Prabumulih Tahun Anggaran 2023 ini dapat disusun tepat 

waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 

fungsi Pengadilan  Agama  Prabumulih pada periode tahun 2023, 

sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden Republik 

lndonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah dalam rangka 

pencapaian visi dan misi organisasi. 

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan 

realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau 

kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. 

Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan 

kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik. Kedepannya kami berharap hasil dari laporan ini dapat menjadi bahan kajian dan telaah 

Pengadilan Agama Prabumulih dalam menetapkan kebijakan di masa yang akan datang.  

LKjIP Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2023 ini telah disusun dan disinkronisasikan 

dengan RPJMN tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024), Penyusunannya diupayakan secara 

optimal. 

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 

Anggaran 2023. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab 

itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak, semoga Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP)  ini dapat bermanfaat guna perbaikan penyusunan di tahun-tahun 

KATA PENGANTAR 
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mendatang serta peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang dalam mendukung 

visi Pengadilan Agama Prabumulih yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

YANG AGUNG”. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

Prabumulih, 06 Januari 2024 

Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 

LUKMIN, S.Ag., M.E. 

NIP. 19741010 200502 1 001 
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah 

dituangkan dalam Reviu Kedua Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 dan Rencana 

Kinerja Tahunan Tahun 2023 dan substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil 

capaian terhadap target indikator kinerja Pengadilan Agama Prabumulih  Tahun 2023. Sesuai 

dengan hasil Reviu kedua Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih 2020-2024, dimana 

pencapaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih diukur dengan 4 (empat) sasaran strategis 

dan 9 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 

Tahun 2023.  

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama pada setiap Sasaran Strategis pada 

Pengadilan Agama Prabumulih untuk tahun 2023 mencapai 96,42%, berikut rincian capaian 

kinerja Pengadilan Agama Prabumulih  Tahun 2022. 

Tabel  1 : Capaian Kinerja Tahun 2023 

SASARAN STRATEGIS 1 

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu

100 % 100 100% 

b. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding

96% 99,15 % 105,48% 

c. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi

96% 99,79 % 106,16% 

d. Index persepsi pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan

92 % 90.09 % 100,1 % 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 103,01 

SASARAN STRATEGIS 2 

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase salinan putusan yang
disampaikan tepat waktu

b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi

96 % 

40 % 

100 % 

26,1 % 

106,38 % 

27,76 % 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 67,07% 

SASARAN STRATEGIS 3 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
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MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

b. Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang mendapat 
Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum). 

100 % 
 

84 %  
 

 

100 % 
 

100 % 

100 % 
 

121,95 % 

c.     

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 110,97% 

SASARAN STRATEGIS 4 

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA 

Persentase putusan perkara perdata yang 
ditindaklanjuti (dieksekusi) 

100 % 
 

100 % 100% 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 100% 

 

Jika dibandingkan Tahun 2022, capaian kinerja Tahun 2023 mengalami peningkatan. 

Pada Tahun 2022 capaian kinerja sasaran strategis pertama sebesar 102,96% jika dibandingkan 

Tahun 2022 yang capaian kinerjanya sebesar 120,63% maka Tahun 2022 mengalami kenaikan 

sebesar 17,67%. Pada sasaran strategis kedua, pada Tahun 2021 capaian kinerjanya sebesar 

100,51%, jika dibandingkan Tahun 2022 yang capaian kinerjanya sebesar 104,17% maka Tahun 

2022 mengalami kenaikan sebesar 3,66%. 

Tabel 2: Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama 

2022 2023 Ket 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

Target 

 (%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

1 Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

   100    

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
Banding 

   96    

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
Kasasi 

   96    

Index persepsi pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

   92    

2 Peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

Persentase salinan putusan 
yang disampaikan tepat waktu 

 

   96    

Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 

   40    

3 Meningkatnya 
kases peradilan 
bagi masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

Persentase perkara prodeo 
yang diselesaikan 
 

   100    

Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang 
mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum). 

   84    

4 Meningkatnya 
kepatuhan 

Persentase putusan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti 

   100    



vi 

terhadap putusan 
pengadilan 

(dieksekusi) 

Faktor-faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja Pengadilan Agama Prabumulih 

anatara lain: 

a. Meningkatnya komitmen bersama pimpinan dan pelaksana dalam menyelesaikan tugas;

b. Meningkatnya terbib administrasi dan pelaporan;

c. Meningkatnya koordinasi dan komunikasi antar bidang dan bagian terkait;

d. Integritas pelayanan yang memadai(tidak ada diskriminasi, tidak ada gratifikasi dan tidak

ada Pungli);

e. Etika pelayanan petugas/pegawai dalam memberikan layanan ramah dan sopan;

f. Pegawai memiliki kompetensi dan kemampuan yang cukup;

g. Meningkatnya kompetensi mediator;

h. Monitoring dan evaluasi yang berjalan baik dilakukan Pimpinan dan memonitoring hasil

tindaklanjut monev sehingga monev dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melalui

aplikasi SIPP baik secara harian, mingguan dan bulanan ;

i. Dibentuk Tim Majelis Hakim Khusus untuk mempercepat penyelesaian perkara yang

terdaftar pada akhir tahun ;

j. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai;

k. Menerapkan SOP (Standard Operating Prosedure) secara konsisten mulai dari penerimaan

perkara, persidangan, pelaksanaan putusan;

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Prabumulih untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2023 yaitu: 

a. Melakukan koordinasi, komunikasi dan sinergi yang efektif dengan stakeholder/mitra kerja;

b. Peningkatan SDM yang kompeten;

c. Mengoptimalkan pemanfataan sarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan

tugas dalam mencapai kinerja;

d. Meningkatkan pelayanan publik ;

e. Penguatan pengawasan internal dan eksternal;

f. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana;
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A. LATAR BELAKANG 

Pengadilan Agama Prabumulih adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada 

dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Pengadilan Agama 

Prabumulih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 

April 2016 dan kemudian resmi tanggal 22 Oktober 2018 diresmikan secara simbolis 

bersamaan dengan peresmian 85 pengadilan baru se Indonesia oleh Ketua Mahkamah 

Agung RI Prof.Dr.M. Hatta Ali, SH.,MH di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, 

Provinsi Sulawesi Utara.  

Pengadilan Agama Prabumulih sebagai bagian yang tak terpisahkan di lingkungan 

Mahkamah Agung berkewajiban melaporkan hasil capaian target kinerja yang telah 

ditetapkan selama tahun 2023 untuk dievaluasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam hal 

ini Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Pengadilan Agama Prabumulih sebagai 

Pengadilan Tingkat Pertama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang 

menurut Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Undang No. 3 tahun 2006 secara organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah 

Mahkamah Agung RI. 

Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Prabumulih tidak 

dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan 

berbagai keputusan baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. 

Berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, 

administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-

masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan 

lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, 

lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.  

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap 

BAB I 
PENDAHULUAN 
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kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan 

Kinerja.  

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan 

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah.  

 Program-program di Pengadilan Agama Prabumulih diprioritaskan pada program 

yang terkait dengan akses public sehingga dengan program-program tersebut Pengadilan 

Agama Prabumulih akan tercipta: 

1. Transparansi pengadilan dan akuntbael Pejabat peradilan. 

2. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistim peradilan dan akses public; 

3. Perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia peradilan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 

disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Prabumulih 

atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dalam rangka melaksanakan visi 

dan misi Pengadilan Agama Prabumulih. Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai 

upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja, serta untuk mendapatkan masukan dari 

stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan 

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

1. Kedudukan Pengadilan Agama Prabumulih 

Pengadilan Agama Prabumulih berkedudukan sebagai Pengadilan Tingkat 

Pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan 

berlakunya Undang –Undang  No3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-

undang nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Prabumulih diberikan kewenangan 
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baru setelah dilakukannya amandemen terhadap undang-undang nomor 7 tahun 1989 

tentang Pengadilan Agama yakni bidang Ekonomi Syariah. Begitu pula dengan undang-

undang nomor 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman semakin jelas 

kewenangannya, sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang 

peradilan agama yang menjadi dasar lahirnya undang-undang nomor 3 tahun 2006.  

Pengadilan Agama Prabumulih sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan 

kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI mempunyai kedudukan yang 

kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa 

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan 

Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah 

dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 

menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 

perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi 

sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan 

Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 

b. Pengadilan Agama Prabumulih melaksanakan tugas pokok selaku Badan 

Yudikatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 4 ayat (1) 

yaitu: "Pengadilan Agama/Mahkamah syari'ah memeriksa dan memutuskan 

perselisihan antar suami isteri yang beragama Islam,  dan segala yang menurut hukum 

yang hidup diputus menurut hukum Islam, yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, 

maskawin, (mahar), tempat kediaman (maskan) mut'ah dan sebagainya, hadhonah, 

perkara waris malwaris, wakaf, hibah, shadaqah, baitulmal dan lain-lain yang 

berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan 

mengesahkan bahwa syarat taklik talak telah berlaku. 

c. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan 

pelaksanaannya maka tugas Pengadilan Agama bertambah luas kewenangannya dalam 
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melayani masyarakat yang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian 

ke Pengadilan Agama Prabumulih. 

2. Tugas Pokok  dan Fungsi Pengadilan Agama Prabumulih 

Berdasarkan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas 

pokok dan wewenang Pengadilan Agama Prabumulih adalah: 

a. Menerima, memutus dan menyelesaikan perkara -perkara di tingkat pertama 

antara orang -orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, 

wasiat,hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqa h dan ekonomi syari’ah. 

b. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum islam 

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta ( Pasal 52 

undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ). 

c. Memberikan istbat kesaksian rukyat hill dalam penentuan awal bulan pada tahun 

Hijriyah ( Pasal 52A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

d. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim ( Pasal 53 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

e. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 

perilaku panitera, sekretaris, dan jurusita didaerah hukumnya ( Pasal 53 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

Berdasarkan tugas di atas, Pengadilan Agama Prabumulih melaksanakan 

fungsinya sebagai berikut: 

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara -perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 

dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk 

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, menyangkut teknis 

yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, 

keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide :Pasal 53 ayat (3) Undang-

undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 
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3.  Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan 

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan 

Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan 

dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang -undang 

Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 

kesekretariatan serta pembangunan. (vide:KMA Nomor KMA/080/VIII/2009) 

4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam 

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 

ayat (1) Undang -undang Nomor No. 3 Tahun 2006). 

5.  Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan 

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). 

*Fungsi Lainnya 

a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi 

lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (vide: Pasal 52 

A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta 

memberi akses yang seluas -luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan 

transparansi in formasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan. 

Secara administratif Kota Prabumulih memiliki luas wilayah 434,46 Km2 dan 

Pengadilan Agama Prabumulih memiliki wilayah yurisdiksi untuk dalam wilayah Kota 

Prabumulih yang terdiri dari: 

1. Kecamatan Rambang Kapak Tengah 

2. Kecamatan Prabumulih Barat 

3. Kecamatan Prabumulih Timur 

4. Kecamatan Prabumulih Selatan 

5. Kecamatan Prabumulih Utara 

6. Kecamatan Cambai 
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C. VISI DAN MISI  

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama 

Prabumulih. Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan visi yang selaras dengan visi 

Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yaitu: “Terwujudnya 

Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung ” 

Terwujudnya Pengadilan  Agama Prabumulih  yang Agung bercirikan :  

1.   Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan 

berkeadilan. 

2.  Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara 

proporsional dalam APBN.  

3.   Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan 

terukur. 

4.  Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, 

tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 

 5.  Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, 

nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.  

6.  Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria 

obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.  

7.  Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya 

peradilan  

8.    Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 

 9.  Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan 

transparansi.  

10.  Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu. 

Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Prabumulih 

menetapkan misi yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama Prabumulih adalah : 

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih. 

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih. 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih. 
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Penjelasan keempat misi Pengadilan Agama Prabumulih yang digagas dalam rangka 

memastikan “Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung” adalah sebagai 

berikut: 

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih 

 Syarat Utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya 

kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan 

peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional). Serta kemandirian hakim 

dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi 

kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokol dan fungsi badan peradilan secara 

efektif.  

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan  

 Tugas Pengadilan Agama Prabumulih adalah menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orentasi perbaikan yang dilakukan 

Pengadilan Agama Prabumulih mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam 

memperoleh keadilan adalah suatu keharusan bagi setiap Pengadilan Agama untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. 

Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, 

karena adil menurut satu pihak belum tentu adil menurut pihak lain. Penyelenggaraan 

peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya 

suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan 

kepentingan kedua belah pihak. 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih  

 Kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih akan menentukan percepatan 

gerak perubahan satuan kerja. Untuk itu peran pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih 

selain harus menguasai aspek teknis yudisial, juga diharuskan mampu merumuskan 

kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, 

seorang pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih bertanggung jawab untuk menjaga 

adanya kesatuan hukum pada satuan kerja.Untuk area nonteknis, secara operasional, 

pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.  

4.  Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Prabumulih 

 Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara serta jaminan 

proses yang jujur dan adil hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Pengadilan 
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Agama Prabumulih untuk bekerja secara professional dan menjaga integritasnya. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Pengadilan Agama Prabumulih maka harus 

dirumuskan  ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan 

tujuan strategis organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai 

berikut:   

a. Tujuan 1 : 

Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih.  

Untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih 

diukur dengan melihat : 

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 

2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding; 

3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; 

4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan; 

5. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu; 

6. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi; 

7. Persentase perkara yang diselsesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo; 

8. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum); 

9. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi); 

b. Tujuan 2: 

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih.   

Untuk mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih diukur 

dengan melihat : 

a. Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur teknis; 

b. Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti aparatur non teknis; 

c. Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara optimal; 

d. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset; 

D.   STRUKTUR ORGANISASI 

Dalam menunjang kelancaran roda organisasi yang berada dibawah Mahkamah 

Agung RI, maka dikeluarkan Perma No. 7 Tahun 2015  tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini 

mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan. 
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Gambar 1  
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 

 
 

Adapun Uraian Tugas Struktur Organisasi PA Prabumulih sebagai berikut: 

KETUA 

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. dengan uraian tupoksi sebagai berikut: 

 Memimpin dan bertanggung jawab serta mempertanggung jawabkan setiap bentuk 

kegiatan institusi Pengadilan Agama Prabumulih ; 

 Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi Pengadilan 

sesuai dengan undangan yang berlaku ; 

 Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pembinaan aparatur organisasi dan 

administrasi Kantor Pengadilan ; 

 Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilanyang bebas, 

mandiri, cepat, adil dan biaya ringan ; 

 Membina dan menindak aparat Pengadilan yang melakukan perbuatan indisipliner 

melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; 

 Membentuk dan mengarahkan Tim Baperjakat yang akan membantu memberikan 

bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam menentukan pengembangan karier 

pegawai; 
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 Ketua bersama-sama Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas 

terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar; 

 Merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan 

pengawasan terhadap Penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat 

Kepaniteraan; 

 Masalah-masalah hukum yang timbul; 

 Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan; 

 Membuat perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan dengan pengawasan yang baik, 

serasi dan selaras; 

 perencanaan (Planning/Programing) 

 Pengorganisasian (Organizing); 

 Pelaksanaan (Implementation/Executing); 

 Pengawasan (Evaluation/Controlling); 

 Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka 

mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesame pejabat/petugas yang 

bersangkutan; 

 Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin; 

 Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan 

para hakim serta pejabat struktural dan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan 

dengan seluruh pegawai; 

 Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta memberi 

petunjuk dan bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh 

pegawai; 

 Melakukan pengawasan internal dan eksternal :Internal, Pejabat dan teknis peradilan, 

keuangan dan material; Eksternal, Penasehat hukum, notaris dan pelaksanaan putusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap; 

 Membagi perkara kepada hakim; 

 Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan; 

 Membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu; 

 Memberikan penilaian kinerja Pejabat Strukttural (Wakil Ketua danPanitera/Sekretaris) 

dan Fungsional Hakim dilingkungan Pengadilan Agama Prabumulih; 
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 Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya 

bila dipandang perlu. 

 

WAKIL KETUA,  

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal : 

 Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta 

mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

kebijaksanaan teknis Mahkamah Agung RI, Dirjen Peradilan Agama dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dengan uraian tupoksi sebagai berikut; 

- Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama, apabila Ketua berhalangan; 

Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan Ketua, yakni : 

 Mengkordinir (kordinator) pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang di 

lingkungan PA Prabumulih; 

 Menangani surat-surat pengaduan masyarakat yang berkaitan denganperkara dan 

pejabat dilingkungan PA Prabumulih; 

 Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan; 

 Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan 

Agama Prabumulih; 

 Memantau pelaksanaan tugas para bawahan; 

 Mengadakan rapat dinas; 

 Menetapkan rumusan kebijaksanaan Pengadilan Agama Prabumulih; 

 Meningkatkan koordinasi dengan instansi instansi terkait; 

 Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan 

Agama Prabumulih; 

 Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan Menunjuk dan 

menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk 

melakukan sidang perkara; 

 Memberikan nasihat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum 

kepada masyarakat; 
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 Melaksanakan tugas sebagai Ketua BAPERJAKAT Pengadilan Agama Prabumulih 

(memberikan pertimbangan dalam mutasi, promosi,pemberian sanksi bagi pejabat 

di lingkungan PA Prabumulih); 

 Melaksanakan tugas selaku Ketua Penegakkan Disiplin Kerja dan Kinerja Aparatur 

Peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih; 

 Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 

 Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Agama 

Prabumulih; 

 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih dalam 

kapasitas sebagai Ketua Majelis ; 

 Melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus yang terjadi atas perintah Ketua 

Pengadilan Agama Prabumulih; 

 Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara, harus 

membagikannya kepada Hakim secara merata; 

 Mencatat hasil pekerjaan setiap hari kedalam buku kerja dan melaporkan kepada 

atasan langsung secara periodik; 

HAKIM 

Bertugas memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya;  

Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 

panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 

 

PANITERA 

Kedudukan, tugas dan fungsi kedudukan Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah aparatur 

tata usaha negara yang dalam menjalankan tugasdan fungsinya berada dibawah dan 

tanggung jawab ketua Pengadilan Agama dan Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin 

oleh Panitera, sedangkan tugasnya adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang 

teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan 

perkara, serta fungsinya, yaitu : 

- pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan di bidang teknis; 

- pelaksanaan dan pengelolaan administrasi perkara banding; 



13 
 

- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah; 

- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, dan transparansi perkara; 

- pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan danperundang-undangan, minutasi, evaluasi dan 

administrasi kepaniteraan; 

- pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama; 

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 87, Kepaniteraan 

Pengadilan Agama menyelenggarakan fungsi; 

Kepaniteraan Pengadilan Agama, terdiri atas : 

a. Panitera Muda Permohonan 

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara, 

pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan di 

bidang permohonan.  

Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi : 

1.  Pelaksanaan registrasi perkara permohonan; 

2.  Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan Prabumulih; 

3. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

4. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang 

tidak hadir; 

5. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 

peninjauan; 

6. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara 

permohonan; 

7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi 

dan peninjauan kembali; 

8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada 

Mahkamah Agung; 
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9. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

10. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

11. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

12.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera; 

b. Panitera Muda Gugatan 

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di 

bidang gugatan. 

Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan; 

2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan; 

3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan Kelas Prabumulih melalui Panitera; 

4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang 

tidak hadir; 

6. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan; 

7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

8. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali 

kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan 

kembali; 

9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada 

Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung; 

10. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi; 

11. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

12. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 
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13. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum 

tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

14. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

c. Panitera Muda Hukum 

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan 

dan penyajian data perkara serta pelaporan.  

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi : 

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 

2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara; 

3. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah 

Kementerian Agama; 

4. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 

5. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 

6. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara; 

7. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan 

dengan transparansi perkara; 

8. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; 

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

 

KESEKRETARIATAN 

Kesekretariatan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Ketua 

Pengadilan Agama.  

Kesekretariatan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris. Tugas, 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan 

di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan 

prasarana dilingkungan Pengadilan Agama. Fungsi, Dalam melaksanakan tugas 

Kesekretariatan Pengadilan Agama menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 

2. Pelaksanaan urusan kepegawaian; 

3. Pelaksanaan urusan keuangan; 
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4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 

5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 

6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, 

keprotokolan, dan perpustakaan; dan 

7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan 

di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama; 

Kesekretariatan Pengadilan Agama, terdiri atas ; 

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan 

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan 

teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

dokumentasi serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan 

Teknologi Informasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan 

anggaran; 

2. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan 

3. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan; 

b.  Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan 

organisasi dan tata laksana. Dalam melaksanakan tugas Bagian Kepegawaian, 

Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan 

pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, 

pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, 

administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan Askes dan disiplin pegawai, serta 

Penyusunan laporan Kepegawaian; 

2. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan 

tata laksana; 
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c.  Subbagian Umum dan Keuangan 

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, 

keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.  

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum dan Keuanganmempunyai fungsi: 

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan; 

2. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana 

serta perlengkapan dan perpustakaan; 

3. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; 

4. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, 

pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan 

5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan. 

PANITERA PENGGANTI, 

Mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang 

Pengadilan serta bertanggung jawab kepada Panitera. 

JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI 

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada panitera. 

Tabel 1.1 
Kekuatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Prabumulih   

Per 31 Desember 2023 

No Jabatan Jumlah 

1 Ketua 1 

2 Wakil Ketua 1 

3 Hakim 2 

4 Panitera 1 

5 Sekretaris 1 

6 Panitera Muda 3 

7 Kepala Sub Bagian 3 

8 Panitera Pengganti 1 

9 Jurusita pengganti 1 

10 Staff 5 

JUMLAH 19 

 

Tabel 1.2.  
Jumlah SDM Pengadilan Agama Prabumulih 

Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2023 
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No Jenis Kelamin Jumlah Persen 

1 Laki-laki 8 42,1 

2 Perempuan 11 57,9 

 

Berdasarkan tabel 1.2 pada Tahun 2023, jumlah pegawai Pengadilan Agama 

Prabumulih sebanyak 19 orang, dan jika dilihat dari jenis kelamin maka jumlah perbandingan 

antara pegawai laki-laki dan perempuan Pengadilan Agama Prabumulih hampir seimbang 

dimana jumlah pegawai laki-laki berjumlah 8 orang dan jumlah pegawai perempuan 

berjumlah 11 orang (Tabel 1.1). 

Tabel 1.3.  
Jumlah SDM Pengadilan Agama Prabumulih Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

 Per 31 Desember 2023 

No Jenis Pendidikan Jumlah Persen 

1 S2 3 15,8 

2 S1 11 57,9 

3 D3 5 26,3 

 

Berdasarkan tabel 3.3. sebagian besar pegawai Pengadilan Agama Prabumulih 

memiliki tingkat pendidikan S1-S2-S3, dimana tingkat pendidikan S1 berjumlah 11 orang, S2 

sebanyak 3 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pegawai 

Pengadilan Agama Prabumulih 100%, S1-S2-S3 dan berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai 

Pengadilan Agama Prabumulih  telah memiliki skill sebagai berikut:  

1.  Kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas dalam domain kognitif; 

 2.  Kemampuan menterjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media 

(angka, kalimat, gambar) ; 

3.  Kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan 

masalah ; 

4.  Kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami;  

5.  Kemampuan sintesis dalam berfikir ; 

6.  Kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode 

ilmiah. 

E.   ISU STRATEGIS 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Prabumulih masih 

dihadapkan pada berbagai kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan 
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kinerja pengadilan. Berikut isu strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh 

Pengadilan Agama Prabumulih:  

1. Manajamen Penanganan Perkara 

Masih banyaknya keluhan tentang proses administrasi dan persidangan, walaupun 

penanganan perkara tersebut telah dilakukan secara teknologi informasi melalui Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara, karena mindset dan etos kerja yang masih bersifat 

konvensional serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang masih rendah. Secara 

garis besar, permasalahan utama (strategic issued) pada Pengadilan Agama Prabumulih 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang digunakan sebagai 

penunjang pelaksanaan Pola Bindalmin Administrasi Peradilan sehingga masih 

terdapat kekurangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian administrasi peradilan 

tersebut;  

b.  Kurangnya tenaga pegawai terutama pelaksana sebagai penunjang kinerja administrasi 

kepaniteraan dan kesekretariatan sehingga banyak terjadi jabatan rangkap dan 

penyelesaian pekerjaan sedikit terhambat;  

c.  Masih terdapat kekurangan anggaran pada beberapa mata anggaran tertentu sehingga 

hasil dari realisasi anggaran tersebut kurang memadai;  

d.  Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan kantor masih sangat terbatas 

seperti halaman parkir yang sempit, perangkat komputer, rumah dinas yang belum 

standar dan kendaraan dinas yang sudah lama sehingga perlu diupayakan 

pengadaannya.  

 
2. Peningkatan jumlah perkara di tingkat PengadilanAgama Sewilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Prabumulih 

Peningkatan jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Prabumulih serta 

dangkalnya proses pemeriksaan perkara sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi 

lemah, hal ini menyebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan 

di tingkat pertama yang memicu para pihak melakukan upaya hukum, maka perlu 

dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan 

materil, sehingga diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim dapat memenuhi 

rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. 
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3. Penguatan Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan 

terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan 

maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia di bidang 

teknis peradilan, maka diperlukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi 

Hakim, Panitera Pengganti maupun jurusita serta tenaga Kepaniteraan kesekretariatan 

lainnya sebagai supporting unit pada lembaga Pengadilan. 

4. Efektivitas Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja  

Untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan 

aset, keuangan dan kinerja organisasi, serta peningkatan kualitas Pelayanan Publik, 

Pengadilan Agama Prabumulih telah berkomitmen untuk mewujudkan kinerja organisasi 

yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan Pembangunan Zona Integritas 

mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani 

(WBBM). 

5. Fungsi Pengawasan 

Dalam fungsi pengawasan oleh pihak eksternal masih terkendala dengan minimnya 

pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pengaduan sehingga menyebabkan 

keengganan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan apabila terjadi pelanggaran. 

Dari beberapa isu stategis tersebut, Pengadilan Agama Prabumulih telah mengambil 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menjaga konsistensi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

untuk mengelola administrasi perkara sebagai bentuk transparansi perkara.  

b. Pencanangan APM yang selanjutnya diikuti oleh berbagai langkah sampai dengan 

terwujudnya pelaksanaan kinerja sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu di 

Peradilan Agama dan telah diberikan penilaian dengan sertifikat A Excellent. 

Selanjutnya sertifikat A Excellent tersebut dijadikan momentum untuk menjaga 

konsistensi kinerja sesuai akreditasi tersebut.  

c. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan akses pelayanan 

publik (Permohonan Informasi, Pendaftaran Perkara, Pengiriman Produk Pengadilan, 

Dan Pengajuan Keluhan/ Pengaduan).  

d. Memberikan informasi melalui website, sosialisasi, banner, brosur, spanduk, pamflet dan 

sebagainya. 



21 
 

e. Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) untuk melayani pengaduan yang 

disampaikan masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme penanganan pengaduan 

masyarakat.  

f. Melakukan Diskusi Hukum dan Diklat Di Tempat kerja (DDTK) sebagai sarana peningkatan 

Sumber Daya Sumber Daya Manusia bagi Hakim, tenaga kepaniteraan, maupun tenaga 

kesekretariatan.  

Faktor Kunci Keberhasilan Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 

dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Pengadilan Agama Prabumulih merupakan 

kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi 

eksistensi Pengadilan Agama Prabumulih. Dengan diketahuinya faktor yang paling 

berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Pengadilan Agama 

Prabumulih, dari analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT Analysis) 

ditentukan asumsi strategis yaitu: 

• Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang; 

• Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman; 

• Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; 

• Mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi 

terwujudnya visi dan misi. 

Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) 

dengan visi, misi yang hendak dicapai maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi isu 

strategis adalah: 

1. Peningkatan pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan; 

2. Peningkatan tenaga teknis yang berkualitas dan profesional; 

3. Peningkatan pelayanan peradilan agama yang berbasis teknologi informasi. 

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Prabumulih 

dihadapkan pada kondisi objektif yang harus dihadapi dalam rangka peningkatan kinerja yaitu: 

• Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari lima bulan. 

• Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Masih terkendala dala upaya mediasi, karena pada umumnya para pencari keadilan 

sudah tidak mempunyai keinginan untuk rukun/damai. 

• Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 
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Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang layanan peradilan. 

• Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

Masih terdapat pihak yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan sehingga ada pihak 

yang mengajukan eksekusi. 

• Profesionalitas Sumber Daya Manusia Peradilan 

Masih kurangnya diklat yang diselenggarakan baik diklat teknis maupun non teknis 

diselenggarakan baik dari Mahkamah Agung maupun oleh Pengadilan Tingkat Banding. 

• Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset 

 Pembagian pengelolaan dan tanggung jawab DIPA 01 dan 04 belum diatur secara tegas. 

 Aplikasi yang sering berubah-ubah dalam jangka waktu yang singkat sehingga 

membingungkan para operator. 

 Pagu anggaran belanja operasional dan non operasional Pengadilan Agama Prabumulih 

belum mencukupi. 

 Kelebihan atau kekurangan belanja pegawai pada akhir tahun anggaran sering terjadi 

akibat terjadinya mutasi hakim. 

 Keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana. 

 Kurangnya anggaran pengadaan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi 

pengadilan. 

 Kurangnya jumlah pegawai sehingga beberapa pegawai rangkap jabatan. 

Untuk merespon isu-isu strategis diatas, Pengadilan Agama Prabumulih telah 

mengambil langkah-langkah sebagai berikut ;  

1.   Menjaga konsistensi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

dalam pengelolaan administrasi perkara, mulai dari one day minute,one day publish 

agar terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ;  

2.  Adanya pengawasan yang menyeluruh kepada seluruh warga peradilan guna 

mewujudnya integritas badan peradilan dan mengembalikan kepercayaan public 

terhadap peradilan itu sendiri ;  

3.  Mewujudkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan Standar Operatic Procedure (SOP) di 

lingkungan Peradilan Agama yang telah ditetapkan dan menjadikannya sebagai 

momentum untuk menjaga konsistensi kinerja ;  

4.  Meningkatkan pelayanan pada PTSP untuk memudahkah akses bagi pencari keadilan ;  
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5.    Memberikan Informasi secara terbuka dan seluas-luasnya baik itu melalui website, 

media social (facebook, Instagram, Youtube), banner, brosur, spanduk, pamphlet 

tentang Pengadilan Agama Prabumulih mulai dari Program Kerja, Kegiatan Kedinasan 

sampai dengan pelaksanaan anggaran. 

E.   SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai 

pencapaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih selama Tahun 2023. Capaian kinerja 

Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai tolak 

ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja 

ini akan memungkinkan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (performance gap) 

bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 berpedoman pada 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Menjelaskan secara ringkas Dasar Hukum, tugas, fungsi, visi,misi, dan struktur organisasi, 

aspek strategis yang memuat kedudukan dalam organisasi, peran strategis, tantangan yang 

dihadapi (dari SWOT di Renstra) dan sistematika pelaporan. 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan strategis  (misal dengan balance 

scorecard), IKU dalam Renstra-Renja-PK. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

Menjelaskan capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih dengan dilakukan analisis 

capaian kinerja dan analisis program/kegiatan serta realisasi anggaran. 

Bab IV Penutup 

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Tahun 2023 serta langkah di masa 

mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja. 

LAMPIRAN 

1. Perjanjian Kinerja 

2. Lain-lain yang dianggap perlu 
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A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 

Renstra Pengadilan Agama Prabumulih ditetapkan dengan Keputusan Ketua 

Pengadilan Agama Prabumulih Nomor : W6-A12/036/OT.01.2/SK/I/2023 tanggal 02 

Januari 2023 tentang Pembentukan Tim penyusunan Reviu 3 (Ketiga) Rencana Strategis 

Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Agama Prabumulih dijabarkan dalam Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) Tahun 2023 yang menetapkan beberapa sasaran dan program beserta 

kegiatan-kegiatannya.  

Pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Prabumulih 

telah menetapkan indikator dan target kinerja. Seluruh indikator kinerja yang terdapat 

dalam Renstra merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Prabumulih. 

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan untuk 

periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 dan merupakan 

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan 

Agama Prabumulih yang berisi tentang penjabaran visi, gambaran sasaran atau kondisi 

hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Prabumulih 

beserta strategis yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, 

tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan. 

B. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Pengadilan Agama Prabumulih maka harus 

dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan 

tujuan strategis organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai 

berikut :  

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih; 

2. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih; 

Tabel 2.1.  
Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih 

 Tahun 2020-2024 
 No No Tujuan Indikator Kinerja Target 

 
 
1 
 

Terwujudnya kepercayaan 
publik atas layanan 
Pengadilan Agama 
Prabumulih 

Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 

96% 

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 
Banding 

86% 

BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 
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Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 
Kasasi 

85% 

Index persepsi stakeholder yang puas tehadap 
layanan peradilan 

92% 

Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak 
tepat waktu 

100% 

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui  mediasi 100% 

Persentase perkara yang diselesaikan  melalui 
pembebasan biaya/prodeo 

100% 

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 

87% 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi) 

100% 

 
2 

Terwujudnya efektivitas 
pelaksanaan tugas 
Pengadilan Tinggi Agama 
Palembang 

Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur 
teknis 

200% 

Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur 
non teknis 

200% 

Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara 
optimal 

65% 

Persentase transparansi pengelolaan SDM, 
Keuangan dan Aset 

100% 

 
 Dalam rangka mewujudkan visi terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang 

Agung maka Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan Sasaran yang hendak dicapai 

Pengadilan Agama Prabumulih  menjadi 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu :   

a. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan meningkatkan 

penyelesaian Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu, peningkatan penurunan Perkara 

Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, Kasasi serta peningkatan Index 

persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan agama Prabumulih. 

b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan meningkatkan 

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat 

waktu serta peningkatan penyelesaian Perkara Melalui Mediasi. 

c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan 

peningkatan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan, dan peningkatan pelayanan 

kepada Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum). 

d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan meningkatkan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi). 

Tabel 2.2.  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih  

Tahun 2020-2024 
No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Peradilan 
yang Pasti, Transparan dan 
Akuntabel 

Persentase penyelesaian perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

100% 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 
hukum Banding  

80,5% 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 
hukum kasasi 

100% 

Index persepsi pencari keadilan yang puas 80,8% 
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terhadap layanan Peradilan  

2 Terwujudnya efektivitas 
pelaksanaan tugas 
Pengadilan Agama 
Prabumulih 

Persentase salinan putusan yang dikirim ke para 
pihak tepat waktu 

100% 

Persentase perkara yang diselesaikn melalui 
mediasi 

50% 

3 Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi Masyarakat 
Miskin dan Terpinggirkan 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 

Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang 
mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) 

100% 

4 Meningkatnya Kepatuhan 
terhadap Putusan 
Pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% 

 

Untuk mewujudkan visi,misi dan tujuan diatas, Pengadilan Agama Prabumulih 

menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai 5 tahun kedepan yang di Revisi sesuai 

dengan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan 

Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI yaitu : 

Tabel 2.3.  
Sasaran Strategis  Pengadilan Agama Prabumulih 

 Tahun 2020-2024 
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target % Unit yang 

Bertang 

gung jawab 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase perkara 

yang diselesaikan tepat 

waktu 

100 100 100 100 100 Majelis 

Hakim 

 Persentase perkara 

yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Banding 

90 92 94 96 98 Majelis 

Hakim 

 Persentase perkara 

yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum kasasi 

90 92 94 96 98 Majelis 

Hakim 

 Index persepsi pencari 

keadilan yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

85 88 90 92 94 Ketua, Wakil 

Ketua, 

Panitera, 

sekretaris 

2 Peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan  

penyelesaian perkara 

Persentase salinan 

putusan yang 

disampaikan tepat 

waktu 

90 92 94 96 80 Panitera 

 Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

90 92 94 40 50 Majelis 

Hakim 
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3 Meningkatnya akses 

peradilan bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

100 100 100 100 100 Panitera 

 Persentase Pencari 

Keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat layanan 

bantuan hukum 

(Posbakum) 

0 80 82 84 86 Panitera 

4 Meningkatnya kepatu 

han terhadap putusan 

pengadi lan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100 100 100 100 100 Panitera 

 

Sasaran strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai 

dalam 5 (lima) tahun ke depan, Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih adalah 

sebagai berikut :  

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel  

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan maka proses 

peradilan harus pasti, transparan dan akuntabel. Adapun yang dimaksud asas kepastian 

hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik 

atau tepat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud asas 

transparansi adalah suatu jaminan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang 

untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai 

sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan asas akuntabel adalah terkait 

dengan perkara yang masuk dapat dipertanggungjawaban sesuai peraturan perundangan 

yang berlaku. proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel akan meningkatkan 

kepercayaan dan kepuasan Masyarakat atau pencari keadilan atas layanan penanganan 

perkara di Pengadilan Agama Prabumulih.  

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, diukur dengan 

indikator kinerja utama sebagai berikut: 

1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 

2) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;  

3) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi  

4) Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan. 

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara  
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Dalam menuju proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel maka 

pengelolaan penyelesaian perkara harus efektif. Adapun yang dimaksud efektivitas 

pengelolaan penyelesaian perkara adalah bahwa masyarakat atau pencari keadilan dalam 

mendapatkan hasil putusan dapat diperoleh dan mengakses dengan cepat dan mudah. 

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, diukur dengan indikator 

kinerja utama sebagai berikut: 

1) Persentase salinan putusan yang dikirim para pihak tepat waktu;  

2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi; 

Sasaran Strategis 3: meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

 Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

antara lain dengan melakukan  peningkatan informasi untuk program pembebasan biaya 

perkara, pelayanan bantuan hukum (posbakum) melalui website, banner, spanduk dan 

media-media social lainnya, melakukan percepatan  dalam hal penyelesaian, 

penyederhanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 

pelaksanaan pembebasanan biaya perkara prodeo, dan pelayanan pos bantuan hukum. 

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan diukur 

dengan indikator kinerja utama sebagai berikut: 

1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; 

2) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum);  

Sasaran Strategis IV: meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan perlu dilakukan 

peningkatan sumber daya manusia teknis khususnya jajaran hakim dan kepaniteraan 

mengenai hukum formil dan materiil masalah eksekusi, peningkatan kualitas putusan 

sehingga dapat meningkatkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan dan pelaksanaan 

edukasi kepada para pencari keadilan mengenai hak –hak dan kewajiban yang timbul dari 

suatu peristiwa hukum. 

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan diukur dengan indikator kinerja 

utama sebagai berikut: 

1) persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) 
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2. Indikator Kinerja Utama (IKU)  

Indikator Kinerja Utama Prabumulih telah direvisi sesuai dengan keputusan Sekretaris 

Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) pada pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan Tingkat Pertama di 

Lingkungan Mahkamah Agung RI yaitu  : 
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Tabel 2.4. REVIU IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) 
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 

PENANGGU

NG JAWAB 

SUMBER 

DATA 

1.  Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

Persentase Perkara Perdata 
Agama yang diselesaikan Tepat 
Waktu  

A. Definisi Operasional Indikator 

 SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang 
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 
Banding pada 4(empat) Lingkungan Peradilan; 

 Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka 
waktu penyelesaian pada SIPP; 

 Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang 
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan; 

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan 
diminutasi pada tahun berjalan; 

B. Formula Perhitungan 
         Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu  x 100% 

                  Jumlah perkara yang diselesaikan 
C. Satuan yang digunakan 

Persentase 
D. Trend/Polaritas 

Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara tepat waktu, 
makamenunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN 
Bulanan dan Tahunan 

F. Treshold/Ambang Kinerja 
0% s.d. 100% 

 

Panitera Laporan 
Bulanan 
dan 
Laporan 
Tahunan 

2.   Persentase Perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum 
Banding  

A. Definisi Operasional Indikator 

 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 
jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding. 

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan 

Panitera Laporan 
Bulanan 
dan 
Laporan 
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diminutasi pada tahun berjalan; 
B. Formula Perhitungan 

  Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding x 100% 
                                  Jumlah Perkara yang diselesaikan 

C.       Satuan yang digunakan 
          Persentase 
D.  Trend/Polaritas 

  Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan, 
             maka menunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan 
dan Tahunan 

 F.      Treshold/Ambang Kinerja 
          0% s.d. 100% 

Tahunan 

3.   Persentase Perkara Yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum 
Kasasi  

A. Definisi Operasional indikator 

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI pasal 
43 Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap 
perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan 
lain oleh Undang-Undang; 

 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah 
perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari 
upaya hukum banding; 

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan 
diminutasi pada tahun berjalan; 

 Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi 
B. Formula Perhitungan 

             Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi x 100% 
  Jumlah Perkara yang diselesaikan 
C.  C.    Satuan yang digunakan 
          Persentase 
D.  D.   Trend/Polaritas 
         Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan, 
                   maka menunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan 
dan Tahunan 

F. Treshold/Ambang Kinerja 
                   0% s.d. 100% 

Panitera Laporan 
Bulanan 
dan 
Laporan 
Tahunan 
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4.   Index Kepuasan Pencari Keadilan
  

A. Definisi Operasional Indikator 
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan 
Publik 

 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran 
secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas 
layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik 

 Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan 
 Formula Perhitungan 

B. FORMULA PERHITUNGAN 
                                              Index Kepuasan Pencari Keadilan  
SKM unit pelayanan = total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang 
 total unsur yang terisi 
 SKM Unit pelayanan x 25 

C. Satuan yang digunakan 
 Persentase 
D. Trend/Polaritas 
        Positif, Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus 

80., maka menunjukan kinerja semakin baik 
E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN 

Semesteran/Tahunan 
F. Treshold/Ambang Kinerja 
        Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus ≥ 80 

NILAI 
PERSEPSI 

NILAI 
INTERVAL 

SKM 

NILAI INTERVAL 
KONVERSI SKM 

MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA 
UNIT 

PELAYANAN 

1 1,00-2,59 25,00-64,99 D TIDAK BAIK 

2 2,60-3,06 65,00-76,60 C KURANG BAIK 

3 3,06-3,53 76,61-88,30 B BAIK 

4 3,53-4,00 88,31100,00 A SANGAT BAIK 
 

Panitera dan 

sekretaris 

Laporan 
Bulanan, 
Semesteran 
dan 
Laporan 
Tahunan 

5.  Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

Persentase Salinan Putusan 
Perkara Perdata yang dikirim 
kepada Para Pihak tepat waktu
  

A. Definisi Operasional Indikator 
 SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat 

waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan 
yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan 
putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan 
kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.  

Panitera Laporan 
Bulanan 
dan 
Laporan 
Tahunan 
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 Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada 
tahun berjalan. 

B. Formula Perhitungan 
                 jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu  x 100% 
  Jumlah putusan 

C. Satuan yang digunakan 
        Persentase 
D. Trend/Polaritas 
 Positif, semakin tinggi persentase Salinan Putusan yang disampaikan tepat  

waktu  , maka menunjukan kinerja semakin baik 
E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI 

PEMANTAUAN/PELAPORAN 
 Semesteran/Tahunan 

F. Treshold/Ambang Kinerja 
       0% s.d. 100% 

6.   Persentase Perkara yang 
Diselesaikan Melalui Mediasi
  

A. Definisi Operasional Indikator 
 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan . 
 Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi 

yang berhasil sebagian, berhasil dengan akta perdamaian; 
 Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang 

masuk pada tahun berjalan. 
 Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya 

(meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil 
sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya 

a. B.     Formula Perhitungan 
  Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi x 100% 
   Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi 

C. Satuan yang digunakan 
           Persentase 
D.   D.    Trend/Polaritas 

        Positif, semakin tinggi persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi , 
        maka menunjukan kinerja semakin baik 
E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI 

PEMANTAUAN/PELAPORAN 
       Tahunan 

F.   E.     Treshold/Ambang Kinerja 

Panitera Laporan 
Semesteran 
dan 
Laporan 
Tahunan 
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             0% s.d. 100% 

7.  Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin 
dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang 
Diselesaikan  

A. Definisi Operasional Indikator 
 Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan 
adalah pembebasan biaya perkara.  

 Perkara prodeo yang diselesaikan adalah Jumlah perkara prodeo yang 
diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) 
proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.  

 Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak 
perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan 

B. Formula Perhitungan 
          Jumlah Perkara prodeo yang Diselesaikan       x 100% 
            Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo 
C. Satuan yang digunakan 
      Persentase 
D. Trend/Polaritas 

Positif, semakin tinggi persentase Perkara prodeo yang     Diselesaikan,maka 
menunjukan kinerja semakin baik\ 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI 
PEMANTAUAN/PELAPORAN 
Bulanan dan Tahunan 

F. Treshold/Ambang Kinerja 
         0% s.d. 100% 

Panitera Laporan 
Bulanan 
dan 
Laporan 
Tahunan 

8.   Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang 
Mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum)  

A. Definisi Operasional Indikator 
 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 

bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
 Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak 

mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi 
konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. 

 Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada 
register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan 
hukum denganjumlah layanan hukum yang terdaftar pada register 
Posbakum) 

 Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu 
membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. 

 Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan 

Panitera Laporan 
Bulanan 
dan 
Laporan 
Tahunan 
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dalam IKU nva pengadilan. 
B. Formula Perhitungan 

    Layanan Bantuan Hukum                                            x 100% 
   Jumlah permohonan layanan hukum 

 
C. Satuan yang digunakan 

 Persentase 
D. Trend/Polaritas 

Positif, semakin tinggi persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 
Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum ,maka menunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN 
Bulanan dan Tahunan 

F. Treshold/Ambang Kinerja 
  0% s.d. 100% 

9.  Meningkatnya 
Kepatuhan terhadap 
Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 
Perdata yang Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi)  

A. Definisi Operasional Indikator 
 BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. 
 Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat 

dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diaiukan 
permohonan eksekusi 

B. Formula Perhitungan 
Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)       x 100% 
      Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi 

C.  Satuan yang digunakan 
Persentase 

D. Trend/Polaritas 
Positif, semakin rendah Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi 
maka menunjukan kinerja semakin baik 

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN 
Bulanan dan Tahunan 

F. Treshold/Ambang Kinerja 
0% s.d. 100% 

 

Panitera Laporan 
Bulanan 
dan 
Laporan 
Tahunan 
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3. Program Utama dan Kegiatan  

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu 

kegiatan, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 

program.  

Terdapat 3 (tiga) Program utama dan kegiatan pokok Pengadilan Agama 

Prabumulih  yang mengacu pada RPJMN Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai 

berikut:  

1) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama  

2) Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung  

3) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI 

Tabel 2.5. 
Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Agama Prabumulih 2023 

Program Utama Kegiatan Rencana Aksi 

Peningkatan Manajemen 
Peradilan Agama  

Peningkatan Manajemen 
Peradilan Agama 

1) Penyelesaian perkara 
dilingkungan peradilan agama yang 
diselesaikan melalui pembebasan biaya 
perkara. 
2) Pelayanan bantuan hukum 
dilingkungan peradilan agama. 

Dukungan dan pelaksanaan 
tugas teknis lainnya Mahkamah 
Agung RI 

Pembinaan Administrasi dan 
Pengelolaan Keuangan BUA 

1) Pelaksanaan pembinaan teknis 
yudisial dan non yudisial. 
2) Penyediaan kebutuhan 
operasional terkait penyelesaian perkara 
dan pelayanan informasi pengadilan ke 
publik. 
3) Meningkatkan pengelolaan 
layanan sistem informasi terintegrasi. 

Peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur Mahkamah  
Agung RI 

Pengadaan sarana dan prasarana 
di Lingkungan Mahkamah  Agung 
RI 

Kegiatan pokok program ini adalah 
pengadaan sarana dan prasarana di 
lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih 
mendukung pelayanan peradilan 
terutama dalam hal penyediaan sarana 
prasrana yang memudahkan para pencari 
keadilan dalam menerima layanan 
informasi perkara secara pasti, transparan 
dan akuntabel melalui penyediaan sistem 
informasi berbasis web maupun secara 
langsung (melalui meja informasi 
pengadilan). 

 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Prabumulih  

menetapkan beberapa program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas 
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untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan yang sesuai dengan program dan 

kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut: 

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Indikator Program : 

a. Jumlah kegiatan pembinaan pemeriksaan yustisial (kegiatan); 

b. Jumlah kegiatan pembinaan dan pemantauan layanan peradilan (kegiatan); 

c. Jumlah orang yang mengikuti bimtek/sosialisasi pengembangan dan pengelolaan PNBP 

(orang); 

d. Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi/bimtek Penyelesaian Administrasi Perkara 

secara Elektronik (orang); 

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja utama (IKU) sebagai 

berikut: 

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 

2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding; 

3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; 

4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan; 

5. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu; 

6. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi; 

7. Persentase perkara yang diselsesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo; 

8. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum); 

9. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi); 

2. Program Dukungan Manajemen 
Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 

Administrasi 

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana 
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Indikator Program : 

a. Jumlah layanan umum (layanan) 

b. Jumlah layanan perkantoran (layanan) 

c. Jumlah layanan sarana internal (unit) 

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :  

1. Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur teknis; 

2. Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti aparatur non teknis; 

3. Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara optimal; 

4. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset; 

Untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses data kinerja dan data yang didapat 

juga valid, dengan penanggungjawab yang jelas serta jelas waktu deliverynya maka disusun 

Standart Operational Prosedure (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dan SOP Mekanisme 

Perbaikan Kesalahan Data Kinerja. Sehingga data yang disajikan dalam Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Prabumulih dapat dipertanggung jawabkan 

atau akuntabel. 
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Valid 

Tabel  2.6: 
 SOP Pengumpulan dan Perbaikan Data Kinerja  

Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 
  PELAKSANA MUTU BUKU 

NO AKTIVITAS 
Ketua 

PA 

Panitera 

 

Sekretaris 

 

Kasubbag 

PTIP 

kasubbag / 

Panmud  

Persyaratan 

/ 

Perlengkapa

n 

Waktu Output 

1 Mempersiapkan Kertas 

Kerja monitoring 

Perjanjian Kinerja / 

Kertas Kerja Monitoring 

Sasaran Mutu 

     

- Kertas 

Kerja 
Monitoring 

10 

Menit 

Kertas 

Kerja 

Monitoring 

2 Mempersiapkan Laporan 

Perkara Bulanan, 

statistic perkara SIPP, 

control pengiriman 

salinan putusan kinerja 

sub bagian sebagai 

sumber data pengukuran 

kinerja 

     

- Laporan 
Bulanan 

- SIPP 

- Buku 

Kontrol 

pengiriman 
 

1 Jam 

Sumber 

Data 

Laporan 

Kinerja 

3 Menuangkan data kinerja 

bulanan ke dalam kertas 

kerja monitoring 

     - Kertas 

Kerja 

Monitoring 
dan sumber 

data 

laporan 
kinerja 

15 

Menit 

Kertas 

Kerja 

Monitoring 

Telah Diisi 

4 Menginput data kinerja 

pada kertas kerja 

monitoring ke dalam 

Laporan Realisasi 

Bulanan Kinerja melalui 

Aplikasi Komdanas, 

mencetak dan 

menyerahkan kepada 

Sekretaris 

     

Kertas Kerja 

Monitoring 

Realisasi 

Kinerja 

Bulanan 

15 

Menit 

Upload 

Data 

Kinerja 

Bulanan 

pada 

Komdanas 

5 Memeriksa Kertas Kerja 

Monitoring dan laporan 

realisasi bulanan kinerja, 

jika data sudah valid, 

maka diteruskan kepada 

Panitera 

     

Kertas Kerja 

Monitoring 

Realisasi 

Kinerja 

Bulanan dan 

Laporan 

Bulanan 

Kinerja 

Komdanas  

15 

Menit 

Kertas 

Kerja 

Monitoring 

Realisasi 

Kinerja 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Bulanan 

Kinerja 

Komdanas 

6 Memeriksa kertas kerja 

monitoring dan laporan 

realisasi bulanan kinerja, 

jika sudah valid maka 

dilaporkan kepada Ketua 

     

Laporan 

Bulanan 

Kinerja 

Komdanas 

15 

Menit 

Laporan 

Bulanan 

Kinerja 

Komdanas 

 

Tidak 

Valid 
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Tabel 2.7. Matriks  Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Kode 

Program/Kegiatan/Indi
kator Program 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 

Target 

Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah) Prioritas 
(N,B, K/L,-

0-) 
 

Tematik 
(KPS,AP, 
ARG,KSS

T, 
MP3EI,
MP3KI,
MDG,s,

MPI) Rencana 
2020 

Prakiraan maju Rencana 
2020 

Prakiraan maju 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

 Program 
Peningkatan 
Manajemen Peradilan 

1. Terwujudnya proses 
Peradilan yang pasti, 
transparan 

 
2.791.785.000 3.131.940.000 3.481.171.000 3.413.952.000 2.979.591.000   

 

Presentase penyelesaian perkara 
yang diselesaikan tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100%        

 
Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 
Banding 

100% 100% 100% 96% 98%        

 
Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum Kasasi 

90% 92% 94% 96% 98%        

 
Index persepsi pencari keadilan 
yang puas terhadap layanan 
peradilan 

85% 88% 90% 92% 94%        

 

2. Meningkatnya 
efektifitas pengelolaan 
Penyelesaian perkara 

Persentase Salinan 
putusan Perkara 
Perdata yang diterima 
oleh para pihak tepat waktu 

90% 92% 94% 96% 80%        

 
Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 

90% 92% 94% 40% 50%        

 
3. Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

Persentase perkara 
prodeo yang diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100%        

 

Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang 
Mendapatkan layanan bantuan 
hukum (posbakum) 

- 80% 82% 84% 86%        

  
4.Meningkatnya 
Kepatuhan terhadap 
Putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara Perdata 
yang ditindaklanjuti 
(Dieksekusi) 

100% 100% 100% 100% 100%        
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Tabel 2.8. Matriks  Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 

Kode 
Program/Kegiatan/Indi

kator Program 
 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Utama 

Target Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah) 

Priorita
s 

(N,B, 
K/L,-0-) 

 

Tematik 
(KPS,AP, 
ARG,KSS

T, 
MP3EI,
MP3KI,
MDG,s,

MPI) 

Rencana 
2020 

Prakiraan maju Rencana 
2020 

Prakiraan maju 

2021 2022 2023 2024 

2021 2022 2023 2024 

005.01.01 

Program Dukungan 
Manajemen Dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Mahkamah Agung 

01 Meningkatkan 

kualitas Layanan 

dukungan 

Manajemen untuk 

Mewujudkan layanan 

prima peradilan 

 2.791.785.000 3.131.940.000 3.481.171.000 3.413.952.000 2.979.591.000 

  

 
 

 
001 Meningkatnya pengelolaan 
layanan system informasi 
terintergrasi 

16 sistem 16 sistem 16 sistem 16 sistem 16 sistem 
       

 
 

 
002 Meningkatnya pengelolaan 
Administrasi kepegawaian dan 
pengembangan SDM 
berdasarkan parameter obyektif 

43 orang 43 orang 43 orang 43 orang 43 orang 
       

 

 

 

003 Meningkatnya pengelolaan 

dan pelaporan keuangan yang 

transparan dan akuntabel 

15 laporan 15 laporan 15 laporan 15 laporan 15laporan 
       

 

 

 

004 Meningkatnya kualitas 

rencana program dan anggaran 

serta organisasi tata laksana 

secara transparan,efektif  dan 

efisien 

2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 
       

 

 

 

005 Meningkatnya pengelolaan 

sarana dan prasarana untuk 

menunjang pelayanan peradilan 

3 laporan 3 laporan l3 laporan 3 laporan 3 laporan 
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006 Terselenggaranya  

pelayanan pimpinan 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 
       

 
 

 
007 Meningkatkan pengelolaan 
keamanan, urusan tata usaha, 
rumah tangga dan bina sikap 
mental 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 
       

 

1066 Pembinaan 
admnistrasi dan 
pengelolaan keuangan 
Badan Urusan adminisrasi 

003 Meningkatnya 
pengelolaan dan 
pelaporan keuangan 
Yang transparan dan 
akuntabel 

 

  
   

       

 

  
 

001 Jumlah laporan pengelolaan 
keuangan 

15 laporan 15 laporan 15 laporan 15 laporan 15laporan 
       

  
 

004 Jumlah pedoman 
pengelolaan keuangan Negara 

5  5  5  5  5  
       

  
 

005 Jumlah penyelenggaraan 
Operasional perkantoran 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 
       

005.04.08 

Program Peningkatan 
Manajemen Peradilan 
Agama 

01 Terselenggaranya 
Penyelesaian perkara 
Yang sederhana, 
Transparan dan 
akuntabel di 
lingkungan 
Peradilan agama 

 

 
1.500.000 32.000.000 

37.450.000 37.450.000 68.000.000 

  

 
 

 

001 Terselenggaranya 
penyelesaian administrasi 
perkara yang sederhana, 
transparan dan akuntabel 

400 perkara 400 perkara 400 
perkara 

400 
perkara 

400 perkara 

       

  
 

002 Terselenggaranya 
pelaksanaan pelayanan 
peradilan agama 

400 perkara 400 perkara 400 
perkara 

400 
perkara 

400 perkara 
       

 
 

 
003 Terselenggaranya 
pembinaan tenaga teknis 
peradilan agama 

12kegiatan 15kegiatan 15kegiatan 17kegiatan 20kegiatan 
       

 

1053 Peningkatan 
Manajemen Peradil an 

001 
Terselenggaranya 
Penyelesaian 
administrasi  
perkara sederhana, 
transparan dan 
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akuntabel 

 

 

 

 

001 Jumlah pedoman tata 
kelolah di Lingkungan Peradilan 
Agama 

12kegiatan 15kegiatan 15kegiatan 17kegiatan 20kegiatan 
       

 
 

 
002 Jumlah pelaksanaan 
bimbingan teknis administrasi 
peradilan agama 

12kegiatan 15kegiatan 15kegiatan 17kegiatan 20kegiatan 
       

   003 Jumlah pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi 
peradilan agama 

12 monev 12 monev 12 
monev 

12 
monev 

12 monev 
       

 

 

 

 

004 jumlah pelaksanaan 
Pengawasan pelayanan public 
peradilan agama 

12 keg 12 keg 
12 keg 

12 keg 
12 keg 

       

   005 Jumlah pelayanan peradilan 
di Lingkungan peradilan agana 

7 layanan 7 layanan 7 
layanan 

7 layanan 
7 layanan 

       

 
 

 
006 Jumlah pelaksanaan 
Operasionalisasi pos pelayanan 
hukum 

400 jam layanan 
400 jam 

layanan 400 jam 
layanan 

400 jam 
layanan 

400 jam 
layanan 
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Tabel 2.9. Matriks  Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

Kode 

Program/Kegiatan/Indi
kator Program 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 

Target 

Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah) Prioritas 
(N,B, K/L,-0-
) 

 

Tematik 
(KPS,AP, 
ARG,KSST, 
MP3EI,MP3
KI,MDG,s,M
PI) 

Rencana 
2020 

Prakiraan maju Rencana 
2020 

Prakiraan maju 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

 

1071 Pengadaan sarana dan 
prasarana di Lingkungan 
Mahkamah Agung 

001 Terpenuhinya 
kebutuhan sarana dan 
Prasarana dalam 
Mendukung pelayanan 
peradilan 

 62.500.000 24.445.000.000 6.480.297.000 30.000.000 0 

  

 

053Pengadaan peralatan 
fasilitas perkantoran di 
Pengadilan Agama Prabumulih 

100% 100% 100% 100% 100% 0 0 1,694,567,000 0 0   

 
051 Pembangunan/renovasi 
gedung dan bangunan 

100% 100% 100% 96% 98% 0 24,420,000,000 4,755,730,000 0 0   

 
 052 Jumlah pengadaan 

perangkat pengelolah data dan 
komunikasi 

90% 92% 94% 96% 80% 62.500.000 25,000,000 10,000,000 30.000.000 0   
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B. Rencana Kinerja Tahun 2022 

Pengadilan Agama Prabumulih  memuat angka target kinerja Tahun 2022 untuk 

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja 

ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022. Selain itu, 

dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang 

kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (Performance Angreement) atau lebih 

dikenal dengan sebutan Penetapan Kinerja. 

Rencana Kinerja Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 dengan 

mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah 

Agung RI No. 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Reviu 

Indikator Kinerja Utama  Mahkamah Agung RI sebagai berikut: 

Tabel 2.7.  
Reviu Rencana Kinerja Tahunan 2023 Pengadilan Agama Prabumulih 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 

2023 

1.  
Terwujudnya Proses Peradilan 
yang Pasti, Transparan dan 
Akuntabel 

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu. 100% 

  
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya 
Hukum Banding. 

96% 

  
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi. 

96% 

  
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

92% 

2.  
Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara 

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 
dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu. 

96% 

  Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi. 40% 

3.  
Meningkatnya Akses Peradilan 
bagi Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. 100% 

  
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 
mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). 

84% 

4.  
Meningkatnya Kepatuhan 
terhadap Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 
ditindaklanjuti (dieksekusi). 

100% 
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C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mem-

presentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelola. Tujuan khusus  penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujudnyata komitmen, sebagai dasar 

penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama 

Prabumulih,  menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas 

target kinerja yang telah ditetapkan dan berisi kesanggupan untuk mewujudkan target 

kinerja tahunan dan mempertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalan. 

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari 

“Cetak Biru dan Renstra Mahkamah Agung 2020-2035” telah menjadi kebijakan dan 

tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat 

Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan 

peradilan. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 

2049/SEK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 

Perjanjian Kinerja Tingkat Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 adalah sebagai 

berikut: 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
NOMOR  W6-A12/ 001 /OT.01.1/I/2023 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini  : 

Nama : LUKMIN, S.Ag, ME 

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

Nama : Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I. 

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang 

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.   

Pihak  Pertama  pada tahun 2023 ini berjanji  akan  mewujudkan  target  kinerja  yang  

seharusnya sesuai  lampiran  perjanjian  ini,  dalam  rangka  mencapai  target  kinerja  jangka 

menengah  seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen  perencanaan. Keberhasilan  dan  

kegagalan  pencapaian  target  kinerja  tersebut  menjadi tanggung jawab pihak pertama. 

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi  

akuntabilitas terhadap  capaian  kinerja  dari  perjanjian  ini  dan  mengambil  tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Prabumulih, 02 Januari 2023 

Pihak Kedua Pihak Pertama 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Ketua Pengadilan Agama Prabumulih 

 

 
 
 
 
 
 

Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I. LUKMIN, S.Ag, ME 
NIP. 195704131984031001 NIP. 197410102005021001 
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
NOMOR  W6-A12/ 001 /OT.01.1/I/2023 

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 
 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 
2023 

1.  
Terwujudnya Proses Peradilan yang 
Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat 
waktu. 100% 

  
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya 
Hukum Banding. 96% 

  
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi. 96% 

  
Index persepsi pencari keadilan yang puas 
terhadap layanan peradilan 92% 

2.  
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 
dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu. 96% 

  
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui 
Mediasi. 40% 

3.  
Meningkatnya Akses Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. 100% 

  
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 
yang mendapat Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum). 

84% 

4.  
Meningkatnya Kepatuhan terhadap 
Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 
ditindaklanjuti (dieksekusi). 100% 

 
 

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut: 
 Kegiatan Anggaran 

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan 
Urusan Administrasi. 
 

Rp. 3.413.952.000 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah 
Agung. 
 

Rp. - 

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. 
 

Rp. 37.450.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prabumulih, 02 Januari 2023 

Ketua,  
 
 
 
LUKMIN, S.Ag, ME 
NIP. 197410102005021001 
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Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. 

Untuk melihat seberapa besar tingkat capaian kinerja organisasi Pengadilan 

Agama Prabumulih selama tahun 2023, maka dilakukan Pengukuran Kinerja. Pengukuran 

kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai 

dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.Pengukuran kinerja tidak 

dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan 

sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama 

Prabumulih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis yang telah 

ditetapkan (2020-2024) dan progress report pada tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2023, 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang 

telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah 

ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian 

target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam 

tahun 2023 ini. 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI  

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih dengan melihat 

capaian kinerja dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang diukur dalam 9 (sembilan) Indikator 

Kinerja Utama berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 

Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada 

BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 
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Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia. Sesuai dengan SK Sekma tersebut maka pada Tahun 2023, 

Pengadilan Agama Prabumulih melaksanakan Reviu IKU menjadi 4 (empat) Sasaran 

Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama, yang sebelumnya 4 (empat) Sasaran 

Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama. 

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023  merupakan 

pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari Rencana Strategis Pengadilan Agama 

Prabumulih tahun 2020-2024, Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara 

membandingkan antara Realisasi dengan target pencapaian indikator sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Penngadilan Agama Prabumulih Tahun 2023, sehingga 

dapat terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak. 

Perbandingan tersebut dapat digambarkan dengan formula sebagai berikut: 

a.  

Rata-rata Capaian Kinerja = Capaian SS1 + Capaian SS1+ Capaian SS3+ Capaian SS4  
                                                                                                                 4  
silpengukuran capaian kinerja tersebdalah sebesar : 

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama 

Prabumulih Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.1  
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih 

 Tahun 2023  

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1. Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

a. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum Banding,  

100 %  
 

100,34 % 
 

100,34 % 
 

c. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum Kasasi 

96 % 
 

100,34 % 
 

104.52% 
 

d. Index persepsi pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

92 % 
 

96 % 104,35 % 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 1 102,30% 

2. Peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan  
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase salinan 
putusan yang sampaikan 
tepat waktu 

100  % 104,17% 104,17 % 
 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 

           40% 
 

66.78% 
 

166.95 % 
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mediasi 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 2 135.56% 

3. Meningkatnya 
akses peradilan 
bagi masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

a. Persentase perkara 
prodeo yang diselesaikan 

100 % 100 % 
 

100 % 
 

b. Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang mendapat 
Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum). 

96 % 109.13% 113,68% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 3 106,84% 

4. Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

Persentase putusan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100 % 100% 
 

100% 
 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 4 100% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 111,17% 

 

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

tahun 2023 Pengadilan Agama Prabumulih dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah 

mencapai keberhasilan dengan sangat baik yang ditunjukkan dari pencapaian target 

indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2023. 

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA 

TAHUN 2022 

Jika dibandingkan Tahun 2022, capaian kinerja Tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada 

Tahun 2022 capaian kinerja sasaran strategis kedua sebesar 67,07% jika dibandingkan 

Tahun 2023 yang capaian kinerjanya sebesar 135,56% maka Tahun 2023 mengalami  

kenaikan sebesar 68,49%.  
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Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d. 2022 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN KET 

   2023 2022  

1. Terwujudnya proses 
peradilan yang 
pasti, transparan 
dan akuntabel 

a. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 100% 100 100%  

b. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum Banding,  

100 %  
 

100,34 % 
 

100,34 % 
 

94% 99,15 105,48%  

c. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum Kasasi 

96 % 
 

100,34 % 
 

104.52% 
 

94% 99,79 106,16%  

d. Index persepsi pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

92 % 
 

96 % 104,35 % 90% 90,09 100,1%  

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 1 102,34%   102,91%  

2. Peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan  
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase salinan putusan 
yang sampaikan tepat waktu 

100  % 104,17% 104,17 % 
 

94% 100 106,38%  

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 

           40% 
 

66.78% 
 

166.95 % 
 

94% 26,1 27,76%  

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 2 135,56%   67,07%  

3. Meningkatnya akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo 
yang diselesaikan 

100 % 100 % 
 

100 % 
 

100% 100 100%  

b. Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang 
mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum). 

96 % 109.13% 113,68% 82% 100 121,95%  

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 3 106,84%   110,97%  

4. Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100 % 100% 
 

100% 
 

100% 100 100%  

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 4 100%   100%  

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 111,18%   95,24%  
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3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI 
KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Tahun 2020 s.d. 2023), maka capaian 

kinerja sasaran strategis pertama dan kedua Tahun 2023 yang paling baik dibandingkan 

Tahun 2020-2022. Berikut capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih dari Tahun 2020 

sampai dengan Tahun 2023. 
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Tabel 3.3 Capaian Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2023 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

   2023 2022 2021 2020 

1. Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

a. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

100 % 100 % 100 % 100% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b. Persentase 
perkara yang 
tidak mengajukan 
upaya hukum 
Banding,  

100 %  
 

100,34 
% 
 

100,34 
% 
 

94% 99,15 105,48% 92% 100% 108,69% 90% 100% 108,69% 

c. Persentase 
perkara yang 
tidak mengajukan 
upaya hukum 
Kasasi 

96 % 
 

100,34 
% 
 

104.52% 
 

94% 99,79 106,16% 92% 100% 108,69% 90% 100% 108,69% 

d. Index persepsi 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

92 % 
 

96 % 104,35 
% 

90% 90,09 100,1% 88% 90,09% 102,37% 85% 84% 98,82% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 1 102,30%   102,93%   104,93%   104,05% 

2. Peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan  
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase 
salinan putusan 
yang sampaikan 
tepat waktu 

100  % 104,17% 104,17 
% 

 

94% 100 106,38% 92% 100% 108,69% 90% 100% 111,11% 

b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 

           
40% 

 

66.78% 
 

166.95 
% 
 

94% 26,1 27,76% 92% 22% 23,91% 90% 6% 6,67% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 2 135,56%   67,07%   66,3   58,89% 

3. Meningkatnya 
akses peradilan 
bagi masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

a. Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

100 % 100 % 
 

100 % 
 

100% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b. Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 

96 % 109.13% 113,68% 82% 100 121,95% 80% 100% 125% 0% 0% 0% 
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(Posbakum). 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 3 106.84%   110,97%   112,5%   50% 

4. Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan 

Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100 % 100% 
 

100% 
 

100 % 100% 
 

100% 
 

100 % 100% 
 

100% 
 

100 % 100% 
 

100% 
 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 4 100%   100%   100%   100% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 111,17 %   95,24%   95,93%   78,23% 

 

c. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA  

Pengadilan Agama Prabumulih telah melakukan evaluasi dan analisis atas capaian kinerja tahun 2023 untuk mendapatkan umpan 

balik guna melakukan perbaikan pada rencana strategis 2020-2024 secara berkesinambungan. 

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Agama Prabumulih telah menerapkan inovasi 

diantaranya: Peningkatan indeks kepuasan para pihak terhadap layanan Pengadilan Agama Prabumulih, transparansi putusan, akses publik 

terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara telah berjalan dengan baik. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Prabumulih 

telah melakukan monitoring dan evaluasi sehingga dapat memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif dan akuntabel. 

Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut bersifat penyempurnaan (perbaikan berkelanjutan). Agenda lanjutan 

pembaruan Pengadilan Agama Prabumulih  selama tahun 2023, meliputi:  

1. Menjaga kesinambungan program penyelesaian perkara. 

2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara dengan membuat laporan kinerja perkara tiap bulan, sehingga bisa 

menggambarkan tingkat penyelesaian perkara masing-masing Majelis Hakim;  

3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik terhadap informasi putusan Pengadilan Agama Prabumulih.
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Analisis Capaian kinerja diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan, Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Agama 

Prabumulih  Tahun 2023 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut: 

a. Sasaran Strategis Pertama : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan Akuntabel  

Sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan upaya melaksanakan 

penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, keterbukaan dan dapat 

dipertanggungjawabkan pada Pengadilan Agama Prabumulih.  

Dengan mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu, perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi, serta kepuasan Masyarakat 

Terhadap Layanan yang diberikan Peradilan Tingkat Pertama. Pada sasaran ini 

terdapat 4 indikator kinerja yang diukur.  

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2023, dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Tabel 3.4 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA 

2019 2020 2021 2022 2023 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

c. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
Banding 

108,69% 108,69% 108,69% 105,48
% 

 

105,48% 
 

d. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
Kasasi 

108,69% 108,69% 108,69% 106,16
% 

 

106,16% 
 

e. Index persepsi pencari keadilan 
yang puas terhadap layanan 
peradilan 

84,00% 84,00% 90,09% 100,1 % 100,1 % 

Rata-Rata Capaian Sasaran 
Terwujudnya Proses Peradilan yang 
Pasti, Transparan dan Akuntabel  
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Data pada tabel 3.4. menunjukan bahwa capaian sasaran Terwujudnya Peradilan yang 

Pasti, Transparan dan Akuntabel sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami 

peningkatan yang signifikan. Nilai capaian ini selama 5 tahun berturut-turut terus 

mengalami kenaikan. 

 

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Prabumulih selalu berupaya melaksanakan 

penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian hukum, terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan, walaupun pada beberapa indikator kinerja masih belum mampu 

untuk mempertahankan atau mencapai capaian target sasaran strategis Terwujudnya 

Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dikarenakan adanya kendala baik teknis 

maupun non teknis. 

Analisis terhadap keempat indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya Peradilan yang 

Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sebagai berikut: 

1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 

   Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Prabumulih, cara 

perhitungan dalam mengukur capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat 

waktu adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tahun 

berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Rumus tersebut digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

Catatan: 

 Jumlah perkara yang diselesaika tepat waktu adalah perkara yang diputus dan 

diminutasi pada tahun berjalan (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya 

yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan). 

 Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan 

berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan 

tepat waktu pada bulan berjalan. 

 Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 
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4 (Empat) Lingkungan Pengadilan, penyelesaian perkara pada Pengadilan 

Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 4 (empat) bulan. 

Dari total 469 perkara yang putus pada tahun 2023, yang diselesaikan 

tepat waktu berjumlah 469 perkara sedangkan yang tidak diselesaikan tepat 

waktu 0 perkara.  

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023 

Berdasarkan formulasi dan data di atas, dapat dihitung realisasi dan 

capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebagaimana dalam 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3.5. 
 Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 

Target Realisasi  Capaian 

100% %100%100
469

469
x   100 % 

Tabel 3.6. 

No Tahun Perkara Masuk Perkara Putus Sisa 

Sisa Perkara 2022  

1 Januari 2023    

2 Februari 2023    

3 Maret 2023    

4 April 2023    

5 Mei 2023    

6 Juni 2023    

7 Juli 2023    

8 Agustus 2023    

9 September 2023    

10 Oktober 2023    

11 November 2023    

12 Desember 2023    

(Sumber data: Laporan SIPP Tahun 2023) 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari target 100% 

perkara yang diselesaikan tepat waktu yang berhasil direalisasikan sejumlah 100%, 

dengan demikian telah tercapai target yang ditetapkan. 

 



27 
 

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan 

beberapa tahun terakhir 

Tabel 3.7 
Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu selama beberapa tahun terakhir 

 

Tahun Perkara yang 
diselesaikan 

tahun berjalan 

Perkara 
selesai tepat 

waktu 

realisasi Target Capaian 

2023      

2022      

2021      

2020      

2019      

 

 

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target 
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra. 
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir periode Renstra 

2020-2024) yaitu 96% maka capaian kinerja mencapai 104,17%, atau sama dengan 

capaian kinerja Tahun 2023. 

Tabel 3.5 
Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen renstra 

INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi Target Jangka Menengah dalam 

renstra 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

100% 100% 100% 100 % 100% 100% 

 

 

d. Perbandingan antara realisasi capain kinerja dengan Standar Nasional  
Sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di 

Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding pada Empat lingkungan 

Peradilan, mengatur bahwasanya penyelesaian perkara pada tingkat pertama 

paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Jika mengacu pada SEMA Nomor 2 

Tahun 2014 tersebut, maka realisasi penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan 

Agama Prabumulih berdasarkan SIPP mencapai 98,0% dari standar nasional. 

Untuk pengiriman berkas tingkat banding dan kasasi sebesar 95,9% dan 64,1 dari 

standar nasional, Pengadilan Agama Prabumulih telah melkukan nya sesuai SEMA 
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nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai 

peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi yang telah dilakukan. 

Publikasi putusan sudah dapat diakses secara online oleh masyarakat sudah 

dilaksanakan oelh Pengadilan Agama Prabumulih dan disesuaikan dengan KMA 

Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan informasi Publik di 

Pengadilan. Pengadilan Agama Prabumulih telah mempublikasikan melalui 

website dengan kinerja 100%. 

Tabel 3.6. 
Perbandingan antara Realisasi capaian kinerja denga standar Nasional 

No Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan 
Tepat Waktu 

Capaian Kinerja 

1 Realisasi Capaian Kinerja 2023  

2 Capaian PTA Palembang Tahun 2022  

3 Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) 
Tahun 2022 

 

 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa relalisasi capaian kinerja untuk Indikator 

Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Agama Prabumulih 

Lebih tinggi dari Capaian standar Nasional (Pengadilan Tinggi Agama Palembang 

dan Mahkamah Agung RI) tahun 2022.  

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Prabumulih yang sangat 

menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil antara lain:  

 a.  Pembinaan dan pengawasan melekat dari pimpinan yakni ketua;  

 b. Komitmen bersama pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih  beserta 

jajarannya untuk peningkatan mutu kinerja dan pelayanan melalui 

penandatanganan pakta integritas pada tanggal 02 Januari 2024.  

 c.  Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Pengadilan 

Agama Prabumulih karena seluruh hakim dan kepaniteraan telah mengikuti 

diklat teknis Yustisial dan teknis Kepaniteraan.  

Hal-hal tersebut berpengaruh secara langsung terhadap penyelesaian perkara 

yang tepat waktu sepanjang tahun 2023. 

 f. Analisis atas efisiensi penggunaan  
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Keberhasilan pada indikator penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan 

dikarenakan efisiensi dan optimalisasi SDM (Hakim dan aparat peradilan lainnya) 

yang selalu mengutamakan penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, 

transparan dan akuntabel.  

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Tahun 2022 Pengadilan Agama Prabumulih dapat menyelesaikan sisa perkara 

dengan jumlah Sumber Daya Manusia (Hakim) 5 orang dan Panitera Pengganti 5 

dan mampu mempertahankan kinerja penyelesaian sisa perkara 100% (sisa 

perkara 0 (nihil)). Hal ini menunjukkan kinerja Majelis Hakim dan Panitera 

Pengganti sangat professional. 

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau 

lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja penyelesaian perkara 

tepat waktu di Pengadilan Agama Bengkulu sangat didukung dengan adanya 

efisiensi penggunaan sumber daya: 

Tabel 3.7 
 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Tahun Jumlah 
Majelis 

Jumlah panjar 
biaya perkara 

Realisasi 
biaya perkara 

Capaian 
realisasi 

biaya perkara 

Capaian 
perkara 

diselesaikan 
tepat waktu 

2023      

 

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian kinerja. 

I. FAKTOR PENDUKUNG 

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/ kegiatan yang mendukung 

tercapainya Indikator penyelesaiaan perkara yang tepat waktu : 

 a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan terjadwal setiap 

triwulan, dengan dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris 

dengan tujuan mengetahui capaian kinerja setiap triwulan terhadap target 

yang telah diperjanjikan, sehingga apabila terdapat kendala segera dapat 

dicarikan solusi terbaik; 
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b. Program penegakan pelayanan hukum yang terdapat pada anggaran DIPA 04 

telah terealisasi 100 % sehingga anggaran DIPA 04 telah diserap sepenuhnya; 

c. Program dukungan manajemen yang terdapat pada anggaran DIPA 01 telah 

terealisasi 99.59% yang berisi kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah 

membantu Hakim dan kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara yang tepat waktu, beberapa 

kegiatan tersebut diantaranya :  

• pemeliharaan alat pengolah data secara rutin  

•  Pemeliharaan Gedung kantor secara rutin seperti ruang sidang, ruang hakim 

dan kepaniteraan dan jaringan internet  

 •  Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu  

 •  Tersedianya rumah dinas bagi hakim dan masih banyak lainnya  

 d. Pada tahun anggaran 2023 ini juga dilaksanakan ABT pengadaan sarana 

prasarana pendukung Bagian Kepaniteraan guna implementasi SIPP dan E-

Court berupa Belanja Modal pengadaan UPS dengan pagu anggaran Rp 

30.000.000 untuk mendukung penyelesaian perkara secara tepat waktu dan 

berkualitas.  

 e. Bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Bengkulu Sebagai supporting unit 

internal berkomitmen secara penuh terhadap dukungan terhadap sarana dan 

prasarana penunjang tugas dan fungsi pada Pengadilan Agama Prabumulih; 

II. FAKTOR PENGHAMBAT : 

d. Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan IV, dimana ada 1 perkara yang putus 

lebih dari 1 bulan, maka yang harus menjadi perhatian kedepannya adalah 

dengan memperkuat monitoring dan evaluasi disamping itu perbaikan 

jaringan internet yang sering naik turun. 

III. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA: 

1. Sistem monev penanganan perkara dilakukan per minggu; 

2. Penambahan bandwidth (kuota server); 

3. Lebih efisien dan efektif lagi dalam penyelesaian perkara tepat waktu; 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai agar hakim dan aparat 

lainnya dapat tetap bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya khususnya dalam penyelesaian sisa perkara; 
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1. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Banding 

Indikator ini menjadi tolok ukur kepuasan masyarakat pencari 

keadilan atas kualitas dan keadilan putusan pengadilan. Semakin 

rendah masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, 

menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan 

pengadilan. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi 

masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, 

menunjukkan semakin rendah tingkat kepuasannya terhadap 

putusan pengadilan. 

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama 

Prabumulih, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase 

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah dengan cara 

membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum dengan jumlah putusan perkara. Rumus tersebut 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Catatan: 

 Upaya hukum = banding, kasasi dan PK 

 Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, 

maka semakin puas atas putusan pengadilan 

Jumlah perkara yang diputus tahun 2022 berjumlah 469 

perkara. Dari jumlah tersebut, yang mengajukan upaya hukum 

banding sebanyak 4 perkara. Sehingga capaian tahun 2022 sebesar 

105,48% dari target sebesar 94%. 

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 

Berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung realisasi dan 

capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

sebagaimana dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3.6  

 Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding 
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Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Banding 

Target Realisasi Capaian 

94% %15,99%100
469

465
x  105,48% 

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 

2022 dengan beberapa tahun terakhir 

Tabel 3.7 

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan 

beberapa tahun terakhir 

INDIKATOR KINERJA 

 

CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

2020 2021 2022 

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum Banding 

108,69% 108,69% 94%  

 

99,15 % 

 

105,48% 

 

 

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 

2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen renstra. 

Tabel 3.8 

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen renstra 

INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi Target Jangka Menengah dalam 

renstra 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum Banding 

100% 100% 99,15% 92% 92% 94% 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

banding tahun 2022, Pengadilan Agama Prabumulih sudah 

melampaui target untuk perkara yang tidak mengajukan upaya 



33 
 

hukum banding karena capaian kinerja pada indikator ini adalah 

sebesar 105,48%, dengan capaian tersebut sudah dapat dikatakan 

kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Sangat Baik. Keberhasilan 

pada indikator ini dikarenakan kualitas perkara yang dihasilkan 

oleh Majelis Hakim sangat baik. Kualitas hasil putusan yang baik 

akan menimbulkan kepuasan semua pihak pencari keadilan 

sehingga upaya hukum banding tidak diajukan. Kualitas perkara 

yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan 

bermanajemen yang baik dalam penyelesaian perkaranya. Oleh 

karena itu, setiap Majelis Makim dan Panitera Pengganti selalu 

profesional dan konsisten berpedoman dengan SOP penyelesaian 

perkara dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya didukung 

dengan kebijakan terkini Dirjen Badilag dalam menerapkan one day 

minut one day publish menuju peradilan yang modern dan berkelas 

dunia. 

 

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada 

indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 

dapat terlihat jika kita membandingkan antara penanganan 

penyelesaian perkara dengan jumlah perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum dikaitkan dengan jumlah SDM hakim 

dan fungsional kepaniteraan yang ada di Pengadilan Agama 

Prabumulih. Putusan banding pada 3 tahun terakhir di Pengadilan 

Agama Prabumulih yang tidak diajukan upaya hukum banding 

rata-rata capaian 105,48% dari prosentase tersebut upaya hukum 

dapat disimpulkan bahwa kualitas putusan perkara yang 

dihasilkan oleh Hakim sangat baik dan efisien. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian kinerja. 

Faktor pendukung: 

Keberhasilan kualitas putusan perkara yang dihasilkan oleh 

Hakim yang baik dalam 3 tahun terakhir tersebut di atas, karena 
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adanya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan DIPA 04 Program 

Peningkatan Manajemen Peradilan, karena Kepercayaan  

masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin tinggi, pihak puas 

terhadap putusan hakim dan adanya keinginan para pihak untuk 

menyudahi perkara agar cepat selesai 

Faktor penghambat :  

- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga 

Peradilan 

- Semakin mudahnya prosedur proses banding, dimana hal ini 

merupakan Kekuatan tetapi juga menjadi ancaman sehingga 

memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan 

proses Kasasi  

Rencana Kedepannya :  

- Meningkatkan kualitas putusan perkara 

 

1. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Kasasi 

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama 

Prabumulih, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase 

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah dengan cara 

membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum dengan jumlah putusan perkara. Rumus tersebut 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Catatan: 

 Upaya hukum = banding, kasasi dan PK 

 Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, 

maka semakin puas atas putusan pengadilan 

Jumlah perkara yang diputus tahun 2022 berjumlah 469 

perkara. Dari jumlah tersebut, yang mengajukan upaya hukum 

kasasi sebanyak 1 perkara, Sehingga capaian tahun untuk  
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persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum kasasi 

adalah 106,16% dari target 94%. 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 

Berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung realisasi dan 

capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

sebagaimana dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3.9 

Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 
Kasasi 

Target Realisasi Capaian 

94% %79,99%100
469

468
x  106,16% 

 

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 

2022 dengan beberapa tahun terakhir 

Tabel 3.10 

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan 

beberapa tahun terakhir 

INDIKATOR KINERJA 

 

CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

2020 2021 2022 

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum Kasasi 

108,69% 108,69% 94% 

 

99,79 % 

 

106,16

% 

 

 

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 

2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen renstra. 

Tabel 3.11 

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen renstra 

INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi Target Jangka Menengah dalam 

renstra 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 



36 
 

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum Kasasi 

100% 100% 99,79% 92% 92% 94% 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi tahun 2022, Pengadilan Agama Prabumulih sudah 

melampaui target untuk perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum kasasi karena capaian kinerja pada indikator ini adalah 

sebesar 106,16%, dengan capaian tersebut sudah dapat dikatakan 

kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Sangat Baik dan efisien. 

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan kualitas perkara yang 

dihasilkan oleh Majelis Hakim sangat baik. Kualitas hasil putusan 

yang baik akan menimbulkan kepuasan semua pihak pencari 

keadilan sehingga upaya hukum kasasi tidak diajukan. Kualitas 

perkara yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan 

bermanajemen yang baik dalam penyelesaian perkaranya. Oleh 

karena itu, setiap Majelis Makim dan Panitera Pengganti selalu 

profesional dan konsisten berpedoman dengan SOP penyelesaian 

perkara dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya didukung 

dengan kebijakan terkini Dirjen Badilag dalam menerapkan one day 

minut one day publish menuju peradilan yang modern dan berkelas 

dunia. 

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada 

indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 

dapat terlihat jika kita membandingkan antara penanganan 

penyelesaian perkara dengan jumlah perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum dikaitkan dengan jumlah SDM hakim 

dan fungsional kepaniteraan yang ada di Pengadilan Agama 

Prabumulih. Putusan kasasi pada 3 tahun terakhir di Pengadilan 

Agama Prabumulih yang tidak diajukan upaya hukum banding 
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rata-rata capaian 106,16% dari prosentase tersebut upaya hukum 

dapat disimpulkan bahwa kualitas putusan perkara yang 

dihasilkan oleh Hakim sangat baik. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian kinerja. 

Faktor pendukung: 

Keberhasilan kualitas putusan perkara yang dihasilkan oleh 

Hakim yang baik dalam 3 tahun terakhir tersebut di atas, karena 

adanya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan DIPA 04 Program 

Peningkatan Manajemen Peradilan, karena Kepercayaan  

masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin tinggi, pihak puas 

terhadap putusan hakim dan adanya keinginan para pihak untuk 

menyudahi perkara agar cepat selesai 

Faktor penghambat :  

- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga 

Peradilan 

- Semakin mudahnya prosedur proses kasasi, dimana hal ini 

merupakan Kekuatan tetapi juga menjadi ancaman sehingga 

memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan 

proses Kasasi  

Rencana Kedepannya :  

- Meningkatkan kualitas putusan perkara 

2. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama 

Prabumulih, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase 

perkara perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah 

dengan cara membandingkan jumlah perkara pidana anak yang 

diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak 

yang memenuhi syarat diversi. Rumus tersebut digambarkan 

sebagai berikut: 

Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi x 100 

Jumlah perkara pidanan anak yang memenuhi syarat diversi 
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Catatan : 

 Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang 

diajukan secara diversi 

 

Jumlah perkara yang masuk tahun 2022 berjumlah 479 

perkara. Dari jumlah tersebut, tidak ada yang mengajukan perkara 

pidana anak. Sehingga capaian tahun 2022 tidak dapat diukur.  

3. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan  

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama 

Prabumulih, cara perhitungan dalam mengukur capaian Index 

persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 

adalah dengan cara melakukan survei yang sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. 

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 

Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022, indeks persepsi para 

pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama 

Prabumulih adalah sebesar 96.95 atau mutu pelayanan A (Sangat 

Baik). Berikut tabel nilai rata-rata unsur pelayanan Pengadilan 

Agama Prabumulih berdasarkan hasil survei: 

Tabel 3.12  

Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan Berdasarkan Hasil Survei 2022 

 



39 
 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 

Berdasarkan data di atas, dapat dihitung realisasi dan 

capaian index persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap 

layanan Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.13 

Capaian Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan 

Peradilan  

Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap 
Layanan Peradilan 

Target Realisasi Capaian 

90% 96,95% 107,72 % 

 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari 

target Index responden pencari keadilan yang puas terhadap 

layanan Pengadilan Agama Prabumulih sebesar 90 %, nilai yang 

berhasil direalisasikan sebesar 96,95 % sehingga capaian kinerja 

indikator ini mencapai 107,72 %.  

g. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 

2022 dengan beberapa tahun terakhir 

Tabel 3.14 

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan 

beberapa tahun terakhir 

INDIKATOR KINERJA 

 

CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

2020 2021 2022 

Index persepsi pencari 

keadilan yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

98,82% 102,37% 90% 

 

96,95 % 

 

107,72

% 

 

 

h. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 

2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen renstra. 

Tabel 3.15 
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Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen renstra 

INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi Target Jangka Menengah dalam 

renstra 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Index persepsi pencari 

keadilan yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

84% 90,09

% 

99,79% 85% 88% 90% 

 

i. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Pada indikator Index persepsi Pengadilan yang puas terhadap 

layanan Pengadilan Agama Prabumulih, Pengadilan Agama 

prabumulih berhasil mewujudkannya karena capaian kinerja pada 

indikator ini adalah sebesar 107,72% atau lebih tinggi dari target 

90%. Keberhasilan pada indikator ini antara lain :  

1. Pelaksanaan tugas dari seluruh aparat Pengadilan Agama 

Prabumulih dalam melayani para pihak, baik dari aspek 

perkara maupun kesekretariatan yang profesional, efektif dan 

efesien karena selalu berpedoman terhadap SOP�yang ada.  

2. Penyusunaan SOP yang baku sebagai pedoman pelaksanaan 

pekerjaan dan selalu dilakukan reviu sesuai dengan inovasi 

kebijakan yang ada;  

3. Pembinaan dan pengawasan secara berkala;  

4. Peningkatan kualitas SDM;  

5. Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup lengkap.  

6. Sangat merespon dengan mendukung kebijakan terkini Dirjen 

Badilag dalam menerapkan one day minut one day publis 

menuju peradilan yang modern.  

7. Segera merespon pengaduan yang diterima, dengan memberikan 

solusi terbaik atas pengaduan tersebut.  

8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tugas 

pokok dan fungsi serta tugas pendukung lainnya. 
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j. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Analisa terhadap efisiensi penggunaan SDM pada indikator 

ini dapat terlihat jika kita membandingkan antara seluruh layanan 

pada Pengadilan Agama Prabumulih terhadap para pencari 

keadilan. Penggunaan SDM di Pengadilan Agama Prabumulih 

dihubungkan dengan layanan Pengadilan Agama Prabumulih 

kepada masyarakat sangat efisien dan efektif dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya. Hal ini karena setiap pejabat dan pegawai 

sudah jelas SKP dan job description/uraian tugas pekerjaannya. 

Selain itu juga setiap pelaksanaan tugas tersebut selalu mengacu 

kepada SOP yang sudah ditetapkan pimpinan, sebagai standar 

dalam pelaksanaan tugas, selalu diawasi dan diukur kinerjanya 

pada akhir tahun. 

 

 

k. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian kinerja. 

Dari hasil survey tersebut di atas dinyatakan bahwa tingkat 

kepuasan masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama 

Prabumulih dikategorikan “SANGAT BAIK”, maka capaian yang 

baik tersebut perlu didukung oleh program kegiatan yang 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yaitu dengan 

factor pendukung:  

1.  Petugas PTSP yang cakap  

2.  Kegiatan pelatihan, briefing dan monitoring dari pimpinan  

3. Sarana dan prasarana yang memadai, yang termasuk 

didalamnya penempatan dan desain ruang PTSP, fasilitas, 

sarana penunjang, layanan inti, layanan pendukung, prosedur 

layanan dan performa petugas PTSP serta fasilitas disabilitas. 

Faktor penghambat :  

- Masih ada perilaku aparatur Pengadilan Agama Prabumulih 

yang belum standar, baik dalam kecepatan maupun perilaku 

dalam memberikan layanan  
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Rencana Kedepannya :  

- Sosialisasi standar pelayanan Pengadilan Agama Prabumulih 

baik kepada petugas PTSP dan seluruh aparatur Pengadilan 

Agama Prabumulih yang terjadwal dan melengkapi sarana dan 

prasarana serta kebersihan kantor. 

e. Sasaran Strategis 2 :  Peningkatan Efektivitas Pengelolaan  

       Penyelesaian Perkara 

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan 

Agama Prabumulih dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan 

penyelesaian perkara. Terdapat dua indikator kinerja yang 

ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pada sasaran ini. 

Keseluruhan indikator tersebut merupakan bagian dari Indikator 

Kinerja Utama Pengadilan Agama Prabumulih. Berikut indikator 

kinerja beserta capaiannya di tahun 2022: 

 

Tabel 3.16 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2022 

INDIKATOR KINERJA 

 

CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

2020 2021 2022 

a. Persentase salinan 
putusan yang 
disampaikan tepat 
waktu 

100% 100% 94% 100% 106,38% 

b. Persentase perkara 
yang diselesaikan 

melalui mediasi 

6,7% 23,10% 94%  

 

26,1 % 

 

27,76% 

 

  Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 
Strategis 2 Tahun 2022 

67,07% 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian 

Pengadilan Agama Prabumulih pada sasaran strategis 2 mencapai 

67,07% dan berikut analisis capaian masing-masing indikator: 

1. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan Tepat Waktu 

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama 

Prabumulih, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase 
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salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah dengan cara 

membandingkan jumlah salinan putusan yang telah disampaikan 

dengan jumlah putusan. Rumus tersebut digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan 

Putusan, salinan putusan sudah harus disampaikan dalam waktu 

14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 

Dari total 469 perkara yang putus pada tahun 2022, salinan 

putusannya disampaikan tepat waktu. Berdasarkan formula di 

atas, capaian pada indikator ini sebagai berikut: 

Tabel 3.17 

Capaian Kinerja Salinan Putusan yang Disampaikan Tepat Waktu 

Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap 

Layanan Peradilan 

Target Realisasi Capaian 

100% 
369

%100%100369 x
 100% 

 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari 

target 100% salinan putusan yang dikirim ke para Pihak tepat 

waktu yang berhasil direalisasikan sejumlah 100% sehingga 

capaian kinerja indikator ini mencapai 100%. 

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 

2022 dengan beberapa tahun terakhir 

Tabel 3.18 

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan 

beberapa tahun terakhir 

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 
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2020 2021 2022 

Persentase salinan 
putusan yang 
disampaikan tepat 
waktu 

100% 100% 94% 100% 106,38

% 

 

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 

2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen renstra. 

Tabel 3.19 

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen renstra 

INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi Target Jangka Menengah dalam 

renstra 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Persentase salinan 

putusan yang 

disampaikan tepat waktu 

100% 100

% 

100% 90% 92% 94% 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Pada indikator salinan putusan yang dikirim ke para pihak 

selalu konsisten dan tepat waktu, Pengadilan Agama Prabumulih 

telah berhasil karena capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 

2022 adalah sebesar 106,38%. Keberhasilan pada indikator 

pertama ini dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi terhadap 

penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan 

akuntabel oleh hakim dan fungsional kepaniteraan di Pengadilan 

Agama Prabumulih, sehingga salinan putusan hasil penyelesaian 

perkara tersebut dapat langsung dikirimkan ke para pihak tepat 

waktu. Faktor lain yang menunjang keberhasilan indikator pertama 

ini adalah penetapan dan pelaksanaan SOP yang baku secara 

konsisten oleh semua SDM. Selain itu, penyediaan sarana 

prasarana yang lengkap sangat menunjang pelaksanaan tupoksi 

sehingga berdampak terhadap efesien dan efektifitas penyelesaian 
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tupoksi khususnya pada pengiriman salinan putusan secara tepat 

waktu ke para pihak. 

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Analisa terhadap efisiensi penggunaan SDM pada indikator 

salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu dapat 

terlihat jika kita membandingkan antara jumlah penyelesaian 

perkara dengan jumlah SDM hakim dan fungsional kepaniteraan 

yang ada di Pengadilan Agama Prabumulih . 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian kinerja. 

Program pada Pengadilan Agama prabumulih yang 

menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil. Antara lain 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan DIPA 04 Program 

Peningkatan Manajemen Peradilan, yang membantu dalam rangka 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui 

pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM, penyediaan 

kebutuhan operasional perkantoran sehingga operasional kantor 

berjalan dengan baik, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan akan 

ATK dan operasional lainnya. Pada program peningkatan sarana 

prasarana aparatur Mahkamah Agung, mengadakan sarana 

prasarana yang lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam 

mengirimkan salinan putusan perkara ke para pihak secara cepat 

setelah diputus  

Faktor penghambat :  

-  Internet kantor sedang bermasalah  

-  Mati lampu  

Rencana Kedepannya :  

- Meningkatkan sarana dan prasarana  

- Memperkuat monitoring dan evaluasi 

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 
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Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama 

Prabumulih, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase 

perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah dengan cara 

membandingkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi dengan 

jumlah perkara mediasi. Rumus tersebut digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

Rekapitulasi laporan mediasi Pengadilan Agama Prabumulih 

Tahun 2022 dapat dilihat dalam table berikut : 

Tabel 3.20 

Rekapitulasi Perkara Mediasi Tahun 2022  

JUMLAH PERKARA 
YANG DIMEDIASI 

TIDAK 
BERHASIL 

BERHASIL GAGAL 

MASIH 

DALAM 
PROSES 

92 68 24 0 0 

 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 

Berdasarkan formula dan data di atas, capaian pada 

indikator ini sebagai berikut: 

Tabel 3.21  

Capaian Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 

Target Realisasi Capaian 

94% 
24 

                       x 100% = 26,1% 

92 
27,76% 

 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa 

dari target 94% persentase perkara yang diselesaikan melalui 

mediasi yang berhasil direalisasikan sejumlah 27,76% 

sehingga capaian kinerja indikator ini tidak mencapai target 

yang ditetapkan. 
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b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 

2022 dengan beberapa tahun terakhir 

Tabel 3.22 

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan 

beberapa tahun terakhir 

INDIKATOR KINERJA 

 

CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

2020 2021 2022 

Persentase perkara 
yang diselesaikan 

melalui mediasi 

6,7% 23,10% 94%  

 

26,1 % 

 

27,76% 

 

 

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

renstra. 

 

 

 

 

 

Tabel 3.23 

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen renstra 

INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi Target Jangka Menengah dalam 

renstra 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

6% 22% 26,1% 90% 92% 94% 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

h. Dalam hal perkara yang diselesaikan melalui mediasi biasanya 

disebabkan antara lain karena perceraian para pihak sudah tidak 

mau berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor 

perasaan,Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang 
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formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi 

kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk 

mencapai perdamaian. Pandangan yang kurang yakin terhadap 

mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah 

pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik 

di keluarga, tokoh-tokoh masyarakat, aparat di desa atau aparat di 

tingkat kecamatan, Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak 

yang bersengketa tentang proses mediasi .  

Dari permasalahan tersebut maka perlu adanya spesialisasi dari 

mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi 

konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak 

hal atau mempunyai banyak pengetahuan. 

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Analisa terhadap efisiensi penggunaan SDM pada indikator 

perkara yang diselesaikan melalui mediasi dapat terlihat jika kita 

membandingkan antara jumlah penyelesaian perkara dengan 

jumlah SDM hakim dan fungsional kepaniteraan yang ada di 

Pengadilan Agama Prabumulih . 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian kinerja. 

Program pada Pengadilan Agama prabumulih yang 

menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil. Antara lain 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan DIPA 04 Program 

Peningkatan Manajemen Peradilan, yang membantu dalam rangka 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui 

pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM, penyediaan 

kebutuhan operasional perkantoran sehingga operasional kantor 

berjalan dengan baik, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan akan 

ATK dan operasional lainnya. Pada program peningkatan sarana 

prasarana aparatur Mahkamah Agung, mengadakan sarana 

prasarana yang lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan 
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dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam 

penyelesaian perkara melalui mediasi. 

Faktor penghambat :  

- Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau 

berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor 

perasaan ; 

- Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal 

saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan 

dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai 

perdamaian ; 

- Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena 

sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah 

dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di 

keluarga, tokoh-tokoh masyarakat, aparat di desa atau aparat di 

tingkat kecamatan ; 

- Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang 

bersengketa tentang proses mediasi . 

Rencana Kedepannya :  

- Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus 

tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator 

harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak 

pengetahuan. 

-  Memperkuat monitoring dan evaluasi 

c. Sasaran Stratergis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi  

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan 

terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan 

Agama Prabumulih berusaha keras untuk memberikan pelayanan 

yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui program 

yang telah dianggarkan oleh Mahkamah Agung RI. Untuk dapat 

mengukur keberhasilan program tersebut dapat diketahui dengan 

pencapaian indikator-indikator di bawah ini: 

Tabel 3.24  
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Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2022 

INDIKATOR KINERJA 

 

CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

2020 2021 2022 

a. Persentase perkara 
prodoe yang 
diselesaikan 

100% 100% 100 % 100% 100% 

b. Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang 

mendapat layanan 
bantuan hukum 

0% 125% 82% 100% 

 

121,95% 

 

  Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 

Strategis 3 Tahun 2022 

110,97% 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian 

Pengadilan Agama Prabumulih pada sasaran strategis 3 mencapai 

110,97 % dan berikut analisis capaian masing-masing indikator. 

1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 

Pemberian layanan pembebasan biaya/prodeo berpedoman 

pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu 

di Pengadilan. 

Indikator ini bertujuan mengukur kinerja Pengadilan Agama 

Prabumulih dalam menyelesaikan perkara prodeo yang masuk. Cara 

pengukuran indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah 

perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo 

yang seharusnya diselesaikan. Rumus tersebut digambarkan sebagai 

berikut: 

 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 

Perkara prodeo yang dapat diselesaikan pada tahun 2022 

sebanyak 14 perkara dari target yang seharusnya diselesaikan 

sebanyak 10 perkara. Sehingga berdasarkan formula diatas, capaian 

pada indikator ini sebagai berikut : 

Tabel 3.25 
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 Capaian Kinerja Perkara Prodeo yang Diselesaikan  

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 

Target Realisasi Capaian 

100% 
14 

                       x 100% = 100% 

             1 4 
100% 

 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari 

target 100%  persentase perkara prodeo yang diselesaikan sejumlah 

100% sehingga capaian kinerja indikator ini telah tercapai. 

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 

2022 dengan beberapa tahun terakhir 

Tabel 3.26 

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan 

beberapa tahun terakhir 

INDIKATOR KINERJA 

 

CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

2020 2021 2022 

Persentase perkara 
prodoe yang 
diselesaikan 

100% 100% 100 % 100% 100% 

c. Perbandingan Perbandingan antara realisasi kinerja sampai 

dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang 

terdapat dalam dokumen renstra. 

Tabel 3.27 

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen renstra 

INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi Target Jangka Menengah dalam 

renstra 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Persentase perkara 

prodoe yang 

diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 
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Dalam hal perkara yang diselesaikan secara prodeo biasanya 

disebabkan antara lain karena Faktor pendukung Sosialisasi 

tentang berperkara prodeo di Pengadilan membuat masyarakat 

antusias untuk mendaftar perkara secara prodeo, Monitoring dan 

evaluasi yang kuat, sehingga rencana kedepannya untuk 

meningkatkan realisasi perkara secara prodeo. 

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Analisa terhadap efisiensi penggunaan SDM pada indikator 

perkara yang diselesaikan melalui prodeo dapat terlihat jika kita 

membandingkan antara jumlah penyelesaian perkara dengan 

jumlah SDM hakim dan fungsional kepaniteraan yang ada di 

Pengadilan Agama Prabumulih . 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian kinerja. 

Program pada Pengadilan Agama prabumulih yang 

menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil. Antara lain 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 04 Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan, yang membantu dalam rangka menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan dan 

peningkatan kompetensi SDM, penyediaan kebutuhan operasional 

perkantoran sehingga operasional kantor berjalan dengan baik, 

baik dari sisi pemenuhan kebutuhan akan ATK dan operasional 

lainnya. Pada program peningkatan sarana prasarana aparatur 

Mahkamah Agung, mengadakan sarana prasarana yang lengkap 

untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara 

melalui mediasi. 

Faktor penghambat :  

-  Kurangnya info yang diterima masyarakat tentang berperkara 

prodeo di Pengadilan  

Rencana Kedepannya :  

- Meningkatkan realisasi perkara secara prodeo  
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- Memperkuat monitoring dan evaluasigedung Pengadila 

2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat 

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). 

Yang mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum) 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari 

keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum 

dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Rumus tersebut 

digambarkan sebagai berikut: 

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) X   

100

% Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 

 Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat 

yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses 

pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan 

berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan 

pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. 

 

 

Tabel 3.28 

Capaian Kinerja Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 

mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 

Persentase Perkara pencari keadilan golongan tertentu yang 
mendapat layanan posbakum 

Target Realisasi Capaian 

100% 
394 

                       x 100% = 100% 

             394 
100% 

 

Para pencari keadilan golongan tertentu yang diterima 

sepanjang tahun 2022 sebanyak 394 pencari keadilan, dari jumlah 

tersebut seluruhnya mendapatkan layanan bantuan hukum 

(POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Prabumulih, sehingga didapat 

realisasi dan capaian sebesar 100%. 
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b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 

2022 dengan beebrapa tahun terakhir 

Tabel 3.29 

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan 

beberapa tahun terakhir 

INDIKATOR KINERJA 

 

CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

2020 2021 2022 

Persentase pencari 
keadilan golongan 

tertentu yang 
mendapat layanan 
bantuan hukum 

0% 125% 82% 100% 

 

121,95

% 

 

c. Perbandingan Perbandingan antara realisasi kinerja sampai 

dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang 

terdapat dalam dokumen renstra. 

Tabel 3.30 

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen renstra 

INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi Target Jangka Menengah dalam 

renstra 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat layanan 

bantuan hukum 

0% 100% 100% 100% 80% 82% 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Dalam hal perkara yang pencari keadilan golongan tertentu 

yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) biasanya 

disebabkan antara lain karena Faktor pendukung karena 

Pengadilan Agama Prabumulih menyediakan dan mengelola 

ruangan dan srana prasarana untuk posbakum Pengadilan sesuai 

kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang 

disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia. Pada 

Tahun 2022 Pengadilan Agama Prabumulih telah memperoleh 
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alokasi anggaran Posbakum sebesar Rp. 30.450.000,- yang 

tertuang dalam DIPA NO:005-01.403412/2022 tanggal 17 

November 2021. 

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Analisa terhadap efisiensi penggunaan SDM pada indikator 

pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan 

bantuan hukum. Posbakum untuk tahun 2022 bekerjasama 

dengan pihak ketiga yaitu Rumah Bantuan Hukum LBH 

Prabumulih Sebenean berdasarkan perjanjian kerjasama No:W6-

A12/003/PL.08/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 . 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian kinerja. 

Program pada Pengadilan Agama prabumulih yang 

menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil. Antara lain 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 04 Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan. Posbakum Pengadilan Agama Prabumulih 

memberikan layanan berupa: pemberian informasi, konsultasi atau 

advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang 

dibutuhkan, penyediaan informasi daftar organisasi bantuan 

hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang No.16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan 

hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan 

hukum Cuma-Cuma. 

Faktor penghambat :  

-  Sarana dan prasarana untuk layanan Posbakum yang kurang 

memadai 

Rencana Kedepannya :  

- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan Posbakum 

- Memperkuat monitoring dan evaluasi 

d. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap  

    Putusan Pengadilan 
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Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari 

jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Untuk 

dapat mengukur capaian tersebut dapat diketahui dengan 

indikator-indikator di bawah ini: 

Tabel 3.31 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2022 

INDIKATOR 

KINERJA 

 

CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

2020 2021 2022 

Persentase putusan 
perkara perdata 
yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

 

100% 100

% 

100 % 100% 100% 

  Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 

Strategis 4 Tahun 2022 

100% 

 

Indikator ini bertujuan mengukur kinerja Pengadilan Agama 

Prabumulih dalam menyelesaikan putusan perkara yang 

ditindaklanjuti (eksekusi). Cara pengukuran indikator ini adalah 

dengan membandingkan jumlah perkara eksekusi yang dapat 

ditindaklanjuti dengan jumlah perkara yang masuk. Rumus 

tersebut digambarkan sebagai berikut: 

 

 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 

Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi pada tahun 

2022 sebanyak 0 perkara. Sehingga berdasarkan formula diatas, 

tidak dapat diketahui capaian pada indikator ini : 

Tabel 3.32 

 Capaian Kinerja Putusan Perkara Perdata Yang  

Ditindaklanjuti (Eksekusi) 

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti 
(Eksekusi) 
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Target Realisasi Capaian 

100% 100% 100% 

 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari 

target 100% persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(eksekusi) sebanyak 0 sehingga capaian kinerja indikator tercapai 

100%. 

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 

2022 dengan beebrapa tahun terakhir 

Tabel 3.33 

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan 

beberapa tahun terakhir 

INDIKATOR KINERJA 

 

CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

2020 2021 2022 

Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

 

100% 100% 100 % 100% 100% 

c. Perbandingan Perbandingan antara realisasi kinerja sampai 

dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang 

terdapat dalam dokumen renstra. 

Tabel 3.34 

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen renstra 

INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi Target Jangka Menengah dalam 

renstra 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 
 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Pada indikator putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti 

(eksekusi), Pengadilan Agama Prabumulih telah berhasil karena 
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capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 

100%. Keberhasilan pada indikator pertama ini dikarenakan 

pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara 

pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel oleh hakim dan 

fungsional kepaniteraan di Pengadilan Agama Prabumulih. Faktor 

lain yang menunjang keberhasilan indikator pertama ini adalah 

penetapan dan pelaksanaan SOP yang baku secara konsisten oleh 

semua SDM. Selain itu, penyediaan sarana prasarana yang lengkap 

sangat menunjang pelaksanaan tupoksi sehingga berdampak 

terhadap efesien dan efektifitas penyelesaian tupoksi khususnya 

pada pengiriman salinan putusan secara tepat waktu ke para 

pihak. 

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Analisa terhadap efisiensi penggunaan SDM pada indikator 

putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi), Analisa 

terhadap efisiensi penggunaan SDM pada indikator perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi dapat terlihat jika kita 

membandingkan antara jumlah penyelesaian perkara dengan 

jumlah SDM hakim dan fungsional kepaniteraan yang ada di 

Pengadilan Agama Prabumulih . 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian kinerja. 

Program pada Pengadilan Agama prabumulih yang 

menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil. Antara lain 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan DIPA 04 Program 

Peningkatan Manajemen Peradilan, yang membantu dalam rangka 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui 

pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM, penyediaan 

kebutuhan operasional perkantoran sehingga operasional kantor 

berjalan dengan baik, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan akan 

ATK dan operasional lainnya. Pada program peningkatan sarana 

prasarana aparatur Mahkamah Agung, mengadakan sarana 
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prasarana yang lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam 

penyelesaian perkara melalui mediasi. 

f. PENGHARGAAN/APRESIASI LAINNYA 

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, Pengadilan 

Agama Prabumulih berhasil meraih nilai “A” (excellent) dalam Akreditasi 

Penjaminan Mutu (APM) tahun 2020. Hal ini berdasarkan surat direktur 

pembinaan Adminitrasi Pengadilan Agama Nomor 3955/Dja.3/HM.00/11/2020, 

tanggal 30 November 2020. Perihal hasil rapat Komite Keputusan Akreditasi 

Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020, Pengadilan Agama Prabumulih 

meraih predikat A (Excellent) di tahun 2020, sehingga predikat APM naik dari B 

pada Assesment Eksternal Tahun 2019 ke A Excellent pada Surveilence pertama 

tahun 2020 dan berdasarkan Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama 

Nomor:4733/DJA/OT.01.3/X/2021, tanggal 09 Oktober 2021, tentang 

pelaksanaan assessment surveillance dan eksternal APM Tahun 2021. 

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, berdasarkan 

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI 

Nomor:2918/DjA/OT.01.3/10/2020 tanggal 24 Oktober 2020 perihal 

pemberlakuan pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, 

maka Pengadilan Agama Prabumulih membuat Surat Keputusan terkait dengan 

Akreditasi Penjaminan Mutu yaitu SK Nomor w6-A12/271.a/OT.01.3/VI/2021 

perihal struktur Tim Penjaminan Mutu (TPM) pada Pengadilan Agama 

Prabumulih Tahun 2021 dan Pengadilan Agama Prabumulih telah melaksanakan 

Assesment Eksternal oleh Tim APM Ditjen Badilag didampingi oleh Pejabat dari 

PTA Palembang pada tanggal 11 November 2021 yang hasil dari surveilence ke I 

tersebut diumumkan pada tahun 2022. 

Selain itu selama tahun 2023 penghargaan atau prestasi yang sudah 

didapat oleh Pengadilan Agama Prabumuli antara lain: 

NO Nama Juara / Prestasi 
Peringkat / 

Nilai 
Instansi Pemberi Sertifikat 

1 Kecepatan Pengiriman Data Laporan 

Bulanan (Januari 2022) 
1 

Pengadilan Tinggi Agama 

Palembang 
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2 
Kepatuhan Validasi Harian E-Register 1 

Pengadilan Tinggi Agama 

Palembang 

3 Kecepatan Pengiriman Data Laporan 

Bulanan (Maret 2022) 
3 

Pengadilan Tinggi Agama 

Palembang 

4 
Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP 1 

Pengadilan Tinggi Agama 

Palembang 

5 Kinerja SIPP Periode Triwulan IV Tahun 

2022 Berdasarkan Raport Kinerja 

Penanganan Perkara SIPP Sewilayah 

Sumatera Selatan Dengan Nilai Akhir 

99.9% 

1 
Pengadilan Tinggi Agama 

Palembang 

6 Kinerja Penyerapan Anggaran Pagu 

DIPA 04 Tingkat Pertama Per Wilayah 

Tahun 2022 Sewilayah PTA Palembang  

Very Good 

(A) 

Pengadilan Tinggi Agama 

Palembang 

7 Prestasi Penyampaian Laporan LHKPN 

dan LHKASN Tahun 2021 
Sangat Baik 

Pengadilan Tinggi Agama 

Palembang 

8 Penilaian Website TW IV Tahun 2022 di 

Lingkungan PTA Palembang Melalui 

Aplikasi SIMTALAK Badilag Pada Tgl 12 

sd. 18 Januari 2023  

Excellent 
Pengadilan Tinggi Agama 

Palembang 

9 Pengadilan Kelas II Terbaik Dalam 

Pelaksanaan Kebersihan dan Kerapian 

Lingkungan Kerja 

3 
Pengadilan Tinggi Agama 

Palembang 

 

g. PERBAIKAN SAKIP PADA TAHUN 2023 SEBAGAI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI 

SAKIP TAHUN 2022 

  Perbaikan SAKIP Pengadilan Agama Prabumulih telah dilakukan dalam 

Tahun 2023 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Pengadilan Tinggi Agama 

Palembang terhadap dokumen SAKIP Pengadilan Agama Prabumulih Tahun  2022 

(Terlampir Laporan Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2022). 
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h. INOVASI  

Inovasi dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil pengembangan 

pemanfataan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman utnuk 

menciptakan atau memperbaiki produk, proses dan/atau sistem yang baru, yang 

memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Dalam rangka meningkatkan 

pelayanan terhadap kebutuhan informasi percepatan perkara para pencari keadilan 

di Pengadilan Agama Prabumulih serta peningkatan kinerja bagi Pegawai 

Pengadilan Agama Prabumulih maka perlu adanya inovasi dan pengembangan 

beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 

Berikut inovasi yang ada di Pengadilan Agama Prabumulih: 
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i. REALISASI ANGGARAN 

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam 

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Prabumulih yang dijabarkan dalam 

sasaran strategis dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023, dibiayai oleh 

Anggaran yang berasal dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MARI, anggaran 

DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI dan Biaya Proses 

Perkara dari Para Pihak. 
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Table 3.  

Sasaran Strategis Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

 

Capaian (%) 

Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan Akuntabel 

Dpa 01   

Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara 

Perkara   

Meningkatnya akses 
peradilan bagi masyarakat 
miskin 

Dipa 04   

Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan 
Pengadilan 

0 0 0 

 
Total 

   

 

Untuk melaksanaan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, 

maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan outcome dan 

output. 

a. A. DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI  

b. DIPA 01 mencakup anggaran pelaksanaan kegiatan untuk Program: 

a. Program Dukungan Manajemen, kegiatan dalam program ini didukung oleh 

pelaksanaan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.  

a. Pengesahan DIPA 01 tertanggal 17 November 2021 dengan Nomor: SP DIPA-

005.01.2.308152/2022 dengan pagu awal anggaran sebesar Rp. 8.817.222.000,- 

(Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu 

Rupiah), yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. 

Sebagaimana dijelaskan pada tabel sebagai berikut : 

b. Tabel 3. Kinerja Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi tahun 2022 

No Jenis Belanja 

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) 
 

Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Sisa 

Semula Setelah Revisi (Rp) % (Rp) 

1 Belanja Pegawai      

2 Belanja Barang      

3 Belanja Modal      

 
 

Total realisasi      

Dalam 
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Dalam  perjalanan anggaran DIPA 01 BUA MARI mengalami beberapa kali revisi 

diantaranya karena: 

a. Adanya penambahan anggaran pagu minus belanja pegawai,  

b. Penambahan anggaran belanja Operasional dari eselon 1 BUA MARI, optimalisasi 

anggaran,  

c. Revisi antar satuan kerja sewilayah PTA Bengkulu untuk penyelesaian sewa rumah 

dinas hakim serta  

d. Penarikan anggaran guna Refocusing anggaran dari pusat  

Tabel 3. 
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 Menurut Jenis Belanja 

No Jenis Belanja Target Realisasi Capaian 

 
1 

Belanja Manajemen 
peradilan agama 

   

2 Belanja Pegawai    

3 Belanja Barang    

4 Belanja Modal    

 Jumlah    

 

Tabel 3. Perbandingan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2019-2022 

No Jenis Belanja 

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) 
 

2023 2022 2021 2020 

1 Belanja Pegawai     

2 Belanja Barang     

3 Belanja Modal     

 
 

Total realisasi     

 

Terlihat pada tabel 62 di atas, jika kita dibandingkan rata-rata persentase capaian realisasi 

pada tahun 2022 (99,59%) dengan capaian realisasi tahun 2021 (99,80%) menunjukkan 

terjadinya penurunan sebesar 0,21%. Penurunan capaian realisasi ini disebabkan oleh 

belanja pegawai yang kurang optimal di karenakan ada beberapa pegawai yang mutasi 

keluar, terjadi kesalahan dalam perencanaan atau estimasi biaya belanja pegawai 

maupun belanja operasional sehingga tidak terealisasi dengan maksimal, namun terlihat 

dari belanja barang dan belanja modal yang meningkat disebabkan oleh semakin 

meningkatnya etos kerja dan peningkatan pengawasan yang merupakan upaya 
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implementasi wilayah bebas dari korupsi di Pengadilan Agama Prabumulih. Kegiatan ini 

untuk mendukung tercapainya indikator pada: 

Tabel 3.  

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) 

1.  
Terwujudnya Proses Peradilan 
yang Pasti, Transparan dan 
Akuntabel 

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat 
waktu. 

  
Persentase Perkara yang tidak mengajukan 
Upaya Hukum Banding. 

  
Persentase Perkara yang tidak mengajukan 
Upaya Hukum Kasasi. 

  
Index persepsi pencari keadilan yang puas 
terhadap layanan peradilan 

2.  
Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara 

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 
dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu. 

  
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui 
Mediasi. 

3.  
Meningkatnya Akses Peradilan 
bagi Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. 

  
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 
yang mendapat Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum). 

4.  
Meningkatnya Kepatuhan 
terhadap Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 
ditindaklanjuti (dieksekusi). 

 

 

B. DIPA Eselon 04 Badan Peradilan Agama  
Pengesahan DIPA 04 Tertanggal 17 November 2021 dengan nomor: SP DIPA-

005.04.2.309123/2022 berisikan total pagu anggaran sebesar rp. 17.000.000,-. 

Belanja barang sebagai penunjang Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, yang 

terdiri dari kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama di wilayah Pengadilan 

Agama Prabumulih . 

No Jenis Belanja 

DIPA Badan Peradilan Agama (04) 
 

Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Sisa 

Semula Setelah Revisi (Rp) % (Rp) 

1 Belanja Barang      

 
 

Total realisasi      
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 Anggaran DIPA 04 tahun 2022 ini digunakan untuk mendukung tercapainya 

masing-masing indikator sasaran strategis dengan rencana aksi kegiatan/aktivitas sebagai 

berikut:  

1. Kegiatan layanan bantuan hukum dengan aksi kegaitan berupa tersedianya pos 

bantuan hukum yang mana mendapatkan dana sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan 

puh juta rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta 

rupiah) dimana realisasi ini mencapai 100 %. 

 

2. Perkara hukum perseorangan dengan aksi kegiatan berupa perkara yang diselesaikan 

melalui pembebasan biaya perkara (prodeo) yang mana kegiatan ini mendapat dana 

sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 

26.960.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dimana 

realisasi mencapai 100 % . 

a. Dari keseluruhan kegiatan DIPA 04 tergambar capaian kegiatan yang telah 

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 ini sebesar 99.84 % yang mana kegiatan ini 

mendukung tercapainya indikator pada : 

a) Kegiatan Pembebasan Biaya Perkara 

b. Tabel Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2022 

Tahun Pagu Awal (Rp) Pagu Revisi (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) Volume/Targ

et Perkara 

Capaian 

Realisasi 

2023       

2022       

2021       

2020       

 
Melihat dari tabel diatas kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo) untuk tahun 2023 

ini Pengadilan Agama Prabumulih telah merealisasikan seluruh anggaran Prodeo. Namun 

capaian realisasi Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara dari tahun ke tahunnya selalu 

terserap dengan baik dengan capaian 100%.  

Adapun anggaran kegiatan ini mendukung tercapainya sasaran strategis Persentase 

Perkara Prodeo yang Diselesaikan Indikator kinerja utama Meningkatnya Akses Peradilan 

bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dimana Pengadilan Agama Prabumulih tetap 

dapat memberikan pelayanan prodeo sesuai dengan anggaran yang ada dan mencapai 

target serta volume yang sudah ditentukan seperti tahun tahun sebelumnya. 
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b) Kegiatan Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 

c.  

a. Tabel Laporan Pelayanan Bantuan Hukum Tahun 2023 

Tahun Pagu Awal (Rp) Pagu Revisi (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) Volume/Targ

et Perkara 

Capaian 

Realisasi 

2023       

2022       

2021       

2020       

b.  

Tabel diatas menjelaskan bahwa untuk tahun 2022 ini Pengadilan Agama Prabumulih 

tetap memberikan layanan yang baik kepada para pihak dengan tahun-tahun sebelumnya 

sehingga pencapaian kinerja yang dilakukan tetap 100 % .Adapun anggaran kegiatan ini 

mendukung tercapainya sasaran strategis Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Indikator kinerja utama 

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dimana 

pelayanan di pengadilan agama bengkulu telah dilaksanakan dengan dilakukannya 

kerjasama kepada pihak ketiga melalui penunjukan langsung terhadap lembaga Pos 

Bantuan Hukum Advokat Indonesia Bengkulu sehingga pelayanan kepada para pihak yang 

membutuhkan dapat dilaksanakan dengan lebih baik serta anggaran dan target serta 

volume yang telah di tentukan dapat tercapai dengan baik. 

c) Laporan Keuangan Perkara Tahun 2023 

Selain alokasi anggaran APBN, pelaksanaan program dan kegiatan di Pengadilan 

Agama Prabumulih juga dibiayai oleh Biaya Penyelesaian Perkara. Biaya Penyelesaian 

Perkara adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, 

perkara tata usaha negara, dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak 

berperkara. Besarnya biaya perkara di Pengadilan Tingkat Pertama adalah sesuai radius 

para pencari keadilan berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Prabumulih tentang 

Panjar Biaya Perkara Gugatan/Permohonan, Pemeriksaan Setempat, Biaya Sita dan Biaya 

Eksekusi dan Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Agama Prabumulih 

Kelas II. 

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Prabumulih menerima biaya perkara sebesar Rp 

405.141.500,00 (Empat ratus lima juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).  
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Adapun kinerja laporan keuangan perkara Pengadilan Agama Bengkulu dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel laporan keuanganKeuangan Panjar Perkara Tahun 2022 Tahun Penerimaan 
uang panjar 
perkara (Rp)  

Pengeluaran 
uang panjar 
perkara (Rp)  

Sisa panjar  

Tahun 

 

Penerimaan uang 
panjar perkara 

(Rp) 
 

Pengeluaran 
uang panjar 
perkara (Rp) 

 

Sisa panjar 
Perkara yang 

telah 
dikembalikan 

(Rp) 
 

Saldo akhir (Rp) 
 

Capaian 
realisasi 

keuangan 
perkara 

 

2023      

2022      

2021      

2020      

 

Melihat dari tabel diatas kegiatan Laporan Keuangan Perkara Tahun 2023, 

penerimaan uang panjar perkara pada tahun 2023 lebih sedikit dari tahun-tahun 

sebelumnya, karena penerimaan perkara pada Tahun 2023 mengalami penurunan. 

Perkara yang diterima pada Tahun 2022 sebanyak 1366 Perkara sedangkan pada Tahun 

2023 sebanyak 1227 perkara. 

a.  
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A. KESIMPULAN 

Capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 merupakan capaian 

atas target kinerja tahun kedua dari Renstra Pengadilan Agama Prabumulih  tahun 2020-

2024.  

LKjIP Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2023 suatu capaian kinerja (Performance 

Result) selama tahun 2023 sebagai tahun keempat Rencana Strategis (Strategic Plan) 

Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2020-2024.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2023 

menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan 

Agama Prabumulih pada tahun 2023 yang tercermin dalam capaian indikator kinerja 

utama, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.  

Selama kurun waku tahun 2023 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Prabumulih  

sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dengan capaian kinerja Pengadilan 

Agama Prabumulih tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan 

capaian-capaian tahun sebelumnya.  

Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kinerja di 

Pengadilan Agama Prabumulih antara lain masih kurangnya sumber daya manusia, sarana 

prasarana serta masih terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi, Pengadilan Agama Prabumulih tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan 

kualitas capaian kinerja dari tahun ke tahun. 

Capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 tercermin dari pencapaian 

sasaran strategis sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN 

1. Terwujudnya proses peradilan 
yang pasti, transparan dan 
akuntabel 

a. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

100  

b. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum Banding,  

105,48 % 
 

c. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum Kasasi 

106,16 % 
 

d. Index persepsi pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan peradilan 

100 % 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1  

2. Peningkatan efektivitas 
pengelolaan  penyelesaian perkara 

a. Persentase salinan putusan yang 
sampaikan tepat waktu 

106,38 % 
 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 
melalui mediasi 

27,76 % 
 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2  

3. Meningkatnya akses peradilan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100  
 

b. Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang mendapat 
Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum). 

121,95 % 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3  

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata 
yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

100% 
 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4  

 

 

Selain indikator kinerja utama tersebut, keberhasilan kinerja sangat baik dari 

Pengadilan Agama Prabumulih dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: 

1. Persentase penyelesaian perkara tahun 2022, 97,88%  

2. Persentase realisasi anggaran belanja pegawai, 95,41%; 

3. Persentase realisasi anggaran belanja barang, 96,17%; 

4. Persentase realisasi anggaran belanja modal, 99,64%; 

5. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp.40.628.500,00 

(empat puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan 

rincian penerimaan Hak-hak Kepaniteraan sejumlah Rp.30.960.000,00 (tiga puluh 

juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan penerimaan Hak-hak 

Kepaniteraan lainnya sejumlah Rp.9.668.500,00 (sembilan juta enam ratus enam 

puluh delapan ribu lima ratus rupiah).  



55 
 

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Pengadilan Agama Prabumulih untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2023 yaitu: 

1. Melakukan koordinasi, komunikasi dan sinergi yang efektif dengan 

stakeholder/mitra kerja; 

2. Peningkatan SDM yang kompeten; 

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana teknologi informasi untuk medukung 

pelaksanaan tugas dalam mencapai kinerja; 

4. Melakukan reviu IKU dan Renstra secara berkala; dan 

5. melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja secara berjenjang setiap 

bulan. 

6. Monitoring dan evaluasi penilaian Kinerja Satuan Kerja (kinsatker) setiap Triwulan; 

7. Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran untuk memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 ini 

menyampaikan keberhasilan capaian strategi yang ditunjukan oleh Pengadilan Agama 

Prabumulih pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin 

dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan 

tujuan dan sasaran. 

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target 

dan sesuai dengan perencanaan akan tetapi masih perlu adanya peningkatan capaian 

kinerja sasaran khusunya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. 

Sehingga akan mendapatkan hasil capaian optimal. 

B. SARAN 

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga 

pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian 

yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta 

perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Agama 

Prabumulih. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih 

baik dimasa yang akan datang : 

a.    Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif 

dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja 
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Pengadilan Agama Prabumulih sesuai dengan core bussines (ciri khas) dari 

tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan 

penyelesaian perkara. 

b. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus 

membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang 

ditetapkan tidak terlalu rendah untuk menghindari jika terjadi analisis 

pengukuran kinerja yang ada capaian kinerja yang melebihi 100%. 

c. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif 

yang tidak berpihak. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

sebagai punish and reward instrument merupakan mata rantai yang tidak 

terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja 

utama, penetapan kinerja dan evaluasi (LKjIP) yang harus optimal. 

d. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP pada Pengadilan Agama Prabumulih 

mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, 

Perjanjian Kinerja, LKjIP, antara lain : 

i. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja 

Tahunan, penganggaran, Perjanjian Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan 

Renstra sebagai acuan. 

ii. Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang 

handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga 

Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya dapat 

memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat. 

e. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2020 - 2024. 

f. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran 

data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat 

menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.  

 Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan 

sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, 

sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan 

akuntabel. 
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